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ABSTRAK WSS/

!

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan dengan judul “Analisis Hukum
Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 08/Pdt.P/2010/PA.Bkl tentang
ahli waris zaws al-arham’.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu Bagaimana
pertimbangan dan dasar hukum Hakim Pengadilan agama Bangkalan dalam
memutus perkara No. 08/Pdt.P/ 2010/ PA.Bkl ? Bagaimana Analisis Hukum Islam
terhadap penetapan pengadilan agama bangkalan no.08/ Pdt.P/ 2010/ PA.Bkl tentang
ahli waris zawi al-arham?

Data penelitian dihimpun dari dokumen yang selanjutnya dianalisa secara
deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis mengenai duduk perkara, dasar
pertimbangan dan isi penetapan. Hasil penelitian kemudian dianalisis dengan hukum
Islam (figh) dan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian yang dipergunakan adalah kepustakaan yang meneliti penetapan
Pengadilan Agama Nomor 08/Pdt.P/2010/PA.Bkl, dengan pola pikir deduktif yang
diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum yang berkenaan
dengan perkara ahli waris zaw7 al-arham, figh Islam dan aturan perundang-undangan.

Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam penetapannya, Pengadilan
Agama Bangkalan mengangkat zawi al-arham sebagai ahli waris, dengan
pertimbangan bahwa pewaris tidak mempunyai ahli waris sama sekali, baik dari
Zawi al-furud dan ‘asabah. Penetapan Pengadilan Agama tersebut meskipun
menurut analisis hukum Islam dan pendapat para fugaha’ masih memperselisihkan
bagian ahli waris zawy al-arham. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, pasal
191 tidak bertentangan dengan penetapan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor
08/Pdt.P/2010/PA.BKI.

Hendaknya para penegak hukum seperti hakim lebih teliti dalam menafsirkan
suatu hukum, apalagi masalah mempertimbangkan dan dasar yang menetapkan
penectapan para pemohon dengan hati-hati dan mementingkan kemaslakhatan umat
Islam lainnya.

Kepada para pihak yang ingin berperkara di Pengadilan, sebaiknya lebih
mempercayakan kepada pihak yang lebih bertanggung jawab atas hak yang
semestinya, agar tidak mementingkan kemaslakhatan keluarganya dan kerabatnya.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan Islam merupakan persoalan yang sangat penting dalam
Islam. Hukum ini tiang diantara tiang-tiang hukum yang secara mendasar
tercermin langsung dari teks-teks yang telah disepakati keberadaannya. Satu hal
yang tidak dapat di pungkiri adalah keberadaan hukum kewarisan Islam
dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkrit dan realistis.

Al-Quran dan Hadis menjelaskan masalah kewarisan detail dan bahkan
menyebutkan secara tegas dan jelas bagian-bagiannya. Agaknya tidak sedikit
kaum muslimin yang mengira bahwa hal ini menunjukan bahwa ketentuan
pembagian waris sepenuhnya harus dilakukan dengan cara demikian.
Sebagaimana kémudjan diadopsi oleh Kompilasi Hukum Islam, menegaskan
kemungkinan penggunaan prinsip kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah
waris.

Hukum waris mengatur mengenai peralihan harta kekayaan yang
ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya dan
keluarganya. Semua yang berhubungan dengan perkara waris khususnya di
Indonesia merupakan perkara perdata yang kompleksitas masalahnya sangat

beragam dimasyarakat. Hal ini dikarenakan perkara waris merupakan perkara



yang menyangkut hubungan antara pribadi yang satu dengan yang lain. Yang
mana, semua berujung pada satu masalah yaitu bagian harta warisan.

Secara umum hukum waris Islam termasuk dalam kajian hukum perdata
Islam atau biasa yang disebut figh muamalah, yang didalamnya selain mengatur
hukum kewarisan juga mengatur tentang hukum perkawinan (munakahat).'

Hukum kewarisan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171
poin a didefinisikan sebagai “hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur
tentang pemindahan hak milik harta peninggalan (tirkak) pewaris, menentukan
siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing”>.
Demikian juga kematian seseorang membawa pengaruh hukum dan akibat
hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Dengan
kematian itu timbul akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan
yang menyangkut hak para keluarga (ahli waris) terhadap seluruh harta
peninggalannya bahkan masyarakat dan negara yang lebih untuk kemaslakhatan
ummat Islam lainnya (Baitul mal) dalam keadaan tertentu mempunyai hak atas
peninggalan tersebut.’

Ahli waris mempunyai arti orang-orang yang berhak menerima harta

peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga,

lWujono Prodjodikoro, Hukum Waris Di Indonesia, (Bandung:Sumur Bandung,1999), 12
lnpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
Suparman Usman, Figh Mawaris, (Jakarta; Gaya Media Pratama, 1997), 1



pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya (wala’). Sebagaimana

firman Allah SWT dalam surat a/-Qasas ayat 58 sebagai berikut :

. L
Doyl % Cems
Artinya: “Dan kami adalah pewaris(nya)”

Sehubungan dengan ayat diatas, ahli waris yang diatur dalam Kompilasi
Hukum Islam pasal 171 poin ¢ maksudnya adalah “Ahli waris adalah orang yang
pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan
perkawinan dengan si pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena
hukum untuk menjadi ahli waris.™

Ada beberapa kasus tertentu yang menimbulkan permasalahan terhadap
persoalan kewarisan. Adapun ahli waris yang dikelompokkan dalam ahli waris
yang statusnya diragukan serta ahli waris dalam kasus-kasus tertentu adalah
sebagai berikut:

1. Anak yang masih dalam kandungan.
2. Orang yang hilang (mauquf).

3. Orang yang mati serentak.

4. Orang yang tertawan ( ‘asir).

5. Hunsa.

‘Departemen Agama Republik Indonesia, A/ Quran dan Terjemahannya (Revisi Terbaru),
Semarang, CV. As-Syifa, 1999
*Inpres Nomor | tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.



6. Zawi al-arham.’

Dari sebagian persoalan pembagian harta waris akan terjadi problem hukum
salah satunya adalah kelompok ahli waris zawi al-arham, maka dalam
menyelesaikan persoalan harta warisan yang ditinggalkan pewaris tersebut para
imam madzhab mengemukan pendapatnya.

Zawi al-arham yakni mencakup seluruh keluarga yang mempunyai
hubungan kerabat dengan orang yang meninggal. Para ulama’ faraidh

memberikan definisi zaws al-arham.
Artinya: “Setiap kerabat yang bukan (tidak termasuk) ashhabul furudh dan

bukan (tidak termasuk) golongan ‘ashobah **

Dari uraian diatas, dapatlah dipahami bahwa orang-orang yang mempunyai
hubungan kerabat dengan si pewaris, selain kedua puluh lima orang ahli waris
yang telah disebutkan dalam golongan ahli waris zawi al-furuddan ‘asobah ,
tentu kelompok zawi al-arham®

Yang dinamakan zaw; al-arham adalah seluruh keluarga yang mempunyai

hubungan kerabat dengan orang yang meninggal, baik yang temasuk ahli waris

SSuhrawardi K.Lubis, Hukum Waris Islam, (jakarta: sinar grafika, 1995) 60
” Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, juz 14, (Bandung: PT. Al-ma’arif, 1998), 446
!Suhrawardi K.Lubis, Hukum Waris Isfam., 80



zawi al-furud, ‘asbah, maupun golongan lain.’ Akan tetapi, ulama-ulama faraid
mengkhususkan pengertian zawi al-arham kepada para ahli waris selain ashabul
furudh dan ‘asbah, baik laki-laki dan perempuan, baik seorang maupun banyak.
Dapat diketahui bahwa zawi al-arham menurut istilah adalah mereka (semua ahli
waris) yang tidak memiliki bagian tertentu dalam al-Quran dan sunnah. Ahli
waris zawi al-arham akan memunculkan perbedaan pendapat hukum dalam
kalangan ulama’ dan madzhab.'°

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 191 “ dikatakan bila pewaris tidak
meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau
tidaknya, maka harta tersebut atas putusan pengadilan agame.l diserahkan kepada
baitul maluntuk kepentingan agama Islam dan kescjahteraan umum”.!!

Seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Bangkalan nomor
08/Pdt.P/2010/PA.Bkl tentang permohonan penetapan ahli waris yang diajukan
oleh 8 saudara jauh (cucu sepupu) si pewaris yang bernama, pemhon I, Narufi bin
Hawi bin Basman, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di jl. Bulak
Banteng Kidul no.23, Kota Surabaya. Pemohon II, H. Syaroni bin Hawi bin
Basman, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal desa Jangkar

Bangkalan. Pemohon III, Bungkel bin Hari bin Basman, agama Islam, pekerjaan

tani, bertempat tinggal di desa Jangkar Bangkalan. Pemohon IV, Muin bin

9yp »
Ibid, 81

®Dian Khairul Umam, Figh Mawaris, (Bandung, Pustaka Setia, 1999), 98
""Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.



H,Yahya bin H. M. Ali, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di desa
Jangkar Bangkalan. Pemohon V, Sahar bin Hawi, agama Islam, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal desa Jangkar Bangkalan. Pemohon VI, M. Halianto bin Hosen,
agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di jl. Bulak Banteng Madya IV
n0.6-C Surabaya. Pemohon VII, Minsari bin Hasan, agama Islam, pekerjaan
swasta, bertempat tinggal di desa Jangkar Bangkalan. Pemohon VIII, Abdul
Qodir bin Hasan, agama islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di desa Jangkar
Bangkalan.

Permasalahan dalam kasus ini adalgh si pewaris tidak mempunyai ahli waris
dari zawi al-furuddan ‘asabah, namun hanya mempunyai ahli waris Zawi al-
arham dari sipewaris. Dalam penetapan Pengadilan Agama Bangkalan, atas dasar
dan pertimbangan Hgkim mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan
pemohon sebagai ahli waris dari sipewaris.

Para pemohon mendaftarkan kepada Pengadilan Agama Bangkalan pada
tanggal 17 Maret 2010, yang mana para pemohon mengajukan perkara penetapan
ahli waris dari si pewaris yang bernama Rabudin dan hubungan kerabat dengan si
pewaris adalah cucu sepupu. Semasa hidupnya si pewaris mempunyai harta yang
ditinggalkan adalah sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam buku desa No.34
Letter C Nomor 639 seluas 0,765 Ha yang terletak di Kampung Beaeger desa
Tanah Merah Daya Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Namun

pada perkara penetapan ini oleh hakim Bangkalan para pemohon dikabulkan



untuk penetapan ahli waris dari si pewaris dengan dasar yang dipertimbangkan
oleh Hakim Pengadilan Agama Bangkalan. Pertimbangan hakim Pengadilan
Agama Bangkalan adalah fikih islam surat al-Anfal ayat 75 disebutkan:

24 o ,£
.

< -% , oe iof. sa. %
{““ £l SO o) AN 3 yanly Tl agdass B5NTTel))5

Artinya: “Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih
berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) di dalam

kitab Allah”"

Yang disebut ULUL ARHAM (zawi al-arham) ialah orang-orang yang tidak
mempunyai bagian warisan tertentu dalam kitab Allah dan tidak termasuk waris
‘asabah, menurut keterangan diatas bahwa zawi al-arham dapat harta
peninggalan bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris zawi al-furudmaupun
‘asabah."’

Dalam kajian fikih Islam mengenai zawi al-arham terbagi menjadi dua
golongan, golongan yang pertama, berpendapat zawi al-arham tidak dapat
mewarisi harta sipewaris sama sekali, jika tidak ada ahli waris zawi al-
firuddan/atau ‘asabab, harta peninggalan pewaris diserahkan kepada Baitul mal.
Pendapat ini merupakan pendapat dua imam, yaitu imam Malik dan imam

Syafi’i.

12Departemen Agama Republik Indonesia, A/ Quran dan Terjemahannya (Revisi Terbaru),
Semarang, CV. As-Syifa, 1999
13 Berkas Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No.08/Pdt.P/2010/PA.BKI, hal 19



Golongan yang kedua berpendapat bahwa zawi al-arham dapat mempusakai
harta peninggalan bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris zawi  al-
furugmaupun ‘asabah. Pendapat ini merupakan pendapat imam Abu Hanifah dan
Ahmad bin Hambal."

Dalam  kasus  perkara  penetapan Pengadilan Agama no.
08/Pdt.P/2010/PA.BkI ini yang mana para pemohon mengajukan perkara ini ke
Pengadilan, mereka menyatakan bahwa ahli waris zawi al-furud dan ‘asabah dari
si pewaris sudah meninggal semua. Lantas para pemohon menganggap mereka
termasuk para ahli waris dari si pewaris, namun hubungan dari si pewaris yang
mempunyai harta bisa dikatakan ada hubungan kerabat akan tetapi hubungan
kerabat jauh (cucu dari sepupu). “Didalam hukumnya; hakim sudah menasehati
para pemohon dengan maksud agar keinginan para pemohon tidak dilanjutkan
akan tetapi para pemohon tetap pada pendiriannya.” Para pemohon meminta agar
tetap ditetapkan sebagai ahli waris sekaligus bisa berhak untuk mewarisi atau
memiliki harta peninggalan si pewaris.

Dan akhirmya atas dasar dan pertimbangannya maka hakim Pengadilan
Agama Bangkalan mengambil alih pendapat kedua menjadi pendapatnya sendiri
serta berdasarkan kenyataan. Maka dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa
kedelapan pemohon cucu sepupu jauh dari si pewaris adalah ahli waris Zawi al-

arham yang dapat diberi warisan. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa

' Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Kencana: Jakarta Timur,2004) hal 149-152



kedelapan cucu keponakan jauh dari si pewaris sebagaimana tersebut di atas
adalah ahli waris zaws al-arham dan dapat diberikan bagian dari harta waris
Maisara (Pewaris).

Dari perbedaan pendapat ulama dan imam madzhab dalam hukum waris
Islam tentang zawi al-arham yang tidak berhak mempusakai harta waris dari si
pewaris adalah yang lebih berhak adalah Baitu/ mal'’ Dasar hukum yang
mendasar dari mengapa ahli waris zawi al-arham tidak bisa mendapatkan harta
warisan adalah kemaslakhatan umat Islam, maka lebih luas kemaslakhatannya.
Kompilasi Hukum Islam mengatur pada pasal 191 “bila pewaris tidak
meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau
tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan kepada
baitul mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum”.'

Baitul mal di Indonesia Sumber dana diperoleh dari zakat, infak, dan
sedekah, atau sumber lain yang halal). Adapun lembaga keuangan yang
kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat profit
motive."

Berangkat dari kasus tersebut, maka penulis ingin melakukan penalitian
lebih lanjut mengenai alasan yang digunakan Hakim Pengadilan Agama

Kabupaten Bangkalan dalam memutuskan perkara tersebut, oleh karenanya

"*Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukurn Islam, (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999),
109

l(’lnpres Nomor | tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.,

"Hertanto Widodo, Ak. DKk, PAS (Pedoman Akuntansi Syariat) Panduan Praktis Operasional
Baitul mal Wat Tamwil (BMT) (Bandung: Mizan, Cet. I, 1999), 81



penulis mengambil judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Peneta;iatr gadilan
Agama Bangkalan No.08/Pdt.P/2010/PA.Bkl Tentang Ahli Waris Zawi al-
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arham

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Setelah mengetahui latar belakang masalah, maka selanjutnya dapat

diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Penectapan Pengadilan Agama Bangkalan No.08/Pdt.P/2010/Pa.Bkl tentang
penetapan ahli waris zaw/ al-arham.

2. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan Perkara No. 08/Pdt.P/PA.Bkl yang
mengabulkan ahli waris zawi al-arham mendapatkan harta warisan.

3. Dasar hakim dalam menetapkan perkara No. 08/Pdt.P/PA.Bkl yang
mengabulkan ahli waris zaw7 al-arham mendapatkan harta warisan.

4. Adanya kontroversi para ulama’ tentang status kewarisan zaws al-arham.
Dari identifikasi masalah tersebut penulis membatasi pada tiga batasan

masalah:

1. Kontroversi para ulama’ tentang status pembagian kewarisan zawi al-arham.

2. Pertimbangan hakim dalam menetapakan perkara No. 08/Pdt.P/PA.Bkl yang
mengabulkan ahli waris zaw7 al-arham mendapatkan harta warisan.

3. Dasar hakim dalam menetapkan perkara No. 08/Pdt.P/PA.Bkl yang

mengabulkan ahli waris zaw’ al-arham mendapatkan harta warisan.
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C. Rumusan Masalah
Agar lebih praktis dan terarah, maka dalam penelitian ini perlu dirumuskan
dengan bentuk pertanyaan, sebagai berikut :
1. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum Hakim Pengadilan Agama
Bangkalan dalam memutus perkara No. 08/Pdt.P/ 2010/ PA.Bkl ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan Pengadilan Agama

Bangkalan No.08/ Pdt.P/ 2010/ PA.BKkl tentang ahli waris zaws al-arhanf?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk
memperoleh gambaran pembahasan yang akan diteliti sekaligus untuk
membedakannya dengan penelitian serupa yang mungkin pemah dilakukan oleh
peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan dalam penelitian kali ini tidak
terjadi pengulangan materi ataupun duplikasi dari materi penelitian lain.

Kajian pustaka bisa terdiri dari buku-buku yang ada relevansinya dengan
penelitian, jurnal-jurnal dan skripsi. Dengan demikian, dalam penelitian ini
peneliti menggunakan skripsi untuk dijadikan kajian pustaka. Antara lain :

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan yuridis kedudukan zawi al-arham terhadap
perolehan waris ditinjau dari hukum islam (study putusan no.
263/Pdt.G/2009/PTA.Sby) yang ditulis oleh Fizriah Nurcahyanti dalam

skripsi ini adalah mengenai kedudukan Zawi al-arham dalam hukum waris
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Islam dan pertimbangan hukum hakim pada putusan
No.263/Pdt.G/2009/PTA.Sby. Apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum
islam, '®

2. Skripsi yang berjudul “Hukum kewarisan zawi al-arham (study komperatif
pemikiran syi’ah imamiah dan sunni syafi’iyah)” yang ditulis Hasnaini.
Dalam skripsi ini adalah masalah memberikan warisan kepada zawi al-
furugarham banyak perbedaaan pendapat dikalangan mazhab Syi'ah dan
Sunni. Mazhab Syi'ah yang sistem kewarisan berpegang kepada asas
kewarisan bilateral yaitu baik laki-laki maupun perempuan bisa mendapatkan
harta warisan zawi al-arham kecuali yang telah ditentukan dalam Al-Qur’an.
Sedangkan Madzhab Sunni yang berpegang pada asas patrilineal yaitu ahli
waris dominan laki-laki. Jadi dapat kita lihat bahwa nampak sekali perbedaan
Ahli waris dari madzhab Sunni dan Syi'ah.'®

3. Tesis yang berjudul Penyelesaian Masalah Tanah Korban Tsunami yang
Tidak Ada dan/atau Tidak Diketahui Ahli Warisnya yang ditulis oleh
Taqwaddin, Sulaiman, M. Insa Ansari, T. Muttaqin Mansur. Tesis ini
memfokuskan kepada pengelolaan tanah korban tsunami yang tidak

diketahui ahli warisnya, dan pemanfaatan harta agama, yakni pemerintah

"®Fizriah Nurcahyanti, Tinjauan Yuridis Kedudukan Zawi al-arham Terhadap Perolehan Waris
ditinfav dari Hukum Islam (Study Putusan No. 263/Pdt.G/2009/PTA.Sby)’(Lampung: IAIN Raden
Intan Bandar Lampung),2011

"Hasnaini, Hukum Kewarisn Zawil arham(Study Komperatif Pemikiran Syi'ah Imamiah Dan
Sunnj Syafi‘iyah), (Lampung: IAIN Raden Intan Bandar Lampung), 2002



13

tidak memiliki data dan pemetaan mengenai tanah korban stunami yang
tidak diketahui ahli warisnya, yang sebenarnya merupakan harta agama.?’
Adapun pembahasan dalam skripsi ini, penulis lebih menekankan kepada ahli
waris zawi al-arham yang bisa mewarisi harta warisan si pewaris dalam
berperkara di Pengadilan yang dianalisis Hukum Kompilasi Islam. Selama
pengkajian pustaka, penulis sama sekali belum menemukan penelitian tentang
ahli waris zawi al-arham yang tidak bisa mendapatkan harta warisan si pewaris
sehingga penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “Analisis
Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor.

08/Pdt.P/2010/PA.Bkl tentang Ahli Waris Zawi al-arham.”

E. Tujuan Penelitian
Sesuai pernyatan diatas, tujuan penelitian ini mempunyai tujuan :
1. Memahami pertimbangan dan dasar hukum Pengadilan Agama Bangkalan
dalam penetapan perkara nomor 08/ Pdt.P/ 2010/PA.Bkl tentang ahli waris
Zawi al-arham.
2. Memahami relevansi penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No.08/Pdt.P/
2010/PA.BKI tentang ahli waris Zawi al-arham dengan Kompilasi hukum

Islam menjadi dasar hukumnya.

2°Taqwaddin, Sulaiman, M. Insa Ansari, T. Muttaqin Mansur, Penyelesaian Masalah Tanah
Korban Tsunami yang Tidak Ada dan/atau Tidak Diketahui Ahli Warisnya (Banda Aceh: fakultas
Hukum Universitas Syiah Kuala), 2011
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F. Kegunaan Hasil Penelitian

1.

Pada penelitian ini diharapkan memiliki dua kegunaan, yaitu :

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi
pengembangan pemikiran hukum Islam, dalam hal kewarisan Islam
khususnya mengenai ahli waris zaws al-arham.

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan
acuan atau pertimbangan bagi para praktisi hukum dan mahasiswa Fakultas
Syari’ah terutama yang berkaitan dengan hukum kewarisan terutama sebagai
bahan pertimbangan dalam penyelesaian masalah-masalah tentang waris

yang timbul ditengah masyarakat.

G. Definisi Operasional

Agar terhindar dari perbedaan interpretasi antara penulis dan pembaca

maka diperlukan adanya penjelasan mengenai definisi-definisi operasional dalam

penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1.

Analisis : menguraikan permasalahan yang dalam hal ini adalah penetapan
Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 08/Pdt.P/2010/PA.Bkl tentang ali
waris zawi al-arham.

Hukum Islam : sejumlah aturan-aturan hukum berdasarkan al-Quran, Hadis,
dan figh yang mengatur masyarakat Islam dalam hal ini tentang ahli waris

zawi al-arham.
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3. Penetapan : penetapan Pengadilan Agama Bangkalan nomor
08/Pdt.P/2010/PA.BKI tentang Ahli Waris zaws al-arham.

4. Ahli waris : ahli waris cucu sepupu dari sipewaris.

5. Zawi al-arhanr. cucu sepupu dari sipewaris adalah hubungan kerabat jauh

dari pewaris selain ahli waris zaws a/-furuddan ‘asabah.

H. Metode Penelitian
Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan yang meneliti
penetapan Pengadilan Agama Nomor 08/Pdt.P/2010/PA.Bkl. Untuk memperoleh
data mengenai penctapan ahli waris Zawi al-arham di Pengadilan Agama
Bangkalan, maka diperlukan fase-fase sebagai berikut:
1. Data Yang dihimpun.
Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data yang akan
diperoleh dengan cara mempelajari berkas-berkas perkara meliputi:
a. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada perkara
penetapan waris Nomor 08/Pdt.P/2010/PA.Bkl.
b. Dasar Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada perkara penetapan
waris Nomor 08/Pdt.P/2010/PA.BkI.
2. Sumber Data
Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh, dalam hal

ini peneliti menggunakan penelitian kepustakaan, maka dokumen resmi atau
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catatan yang menjadi sumber data. Sumber data penelitian kualitatif secara
garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manusia dan yang bukan
manusia.?! Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:
a. Bahan Primer |
Salinan penetapan Pengadilan Agama Nomor 08/Pdt.P/2010/PA.Bkl
tentang keputusan atas permohonan penetapan ahli waris dari Pengadilan
Agama Bangkalan.
b. Bahan Sekunder
Sumber Data Sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum selain
dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum,
kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan'.22 Dan dalam
penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder berupa buku-buku yang
terkait dengan pembahasan penelitian, seperti :
1) Hukum waris Islam oleh Suhrawardi K. Lubis dan Komis
Simanjuntak.
2) Figh mawaris oleh Suparman Usman.
3) Pembagian waris menurut Islam oleh Muhammad Ali ash-Shabuni.
4) Figh empat madzhab (rahmatd al-Ummah fi iltilaf al-A’immah) karya

Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi.

A exy J Moleong, Metodologi Penelitian Kulalitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,
2009), 157.
2peter Mahmud, Penelitian.... , 142.
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3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam mengumpulkan data-data untuk penelitian ini, peneliti
menggunakan teknik Dokumentasi : Teknik pengumpulan data dengan
dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-
dokumen atau data tertulis.”> Dalam hal ini dokumen yang terkait adalah
penetapan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 08/Pdt.P/2010/PA.Bkl
tentang permohonan penetapan ahli waris,”* Teknik dokumentasi digunakan
dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan ahli waris yang mengajukan
permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Bangkalan dan
pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan -
ahli waris di Pengadilan Agama Bangkalan.
4. Teknik Pengolahan Data
Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai suatu proses atau
cara yang digunakan untuk mengolah data-data yang diperoleh dari sumber
data sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian.
Peneliti mengolah data yang diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai

berikut:

BSuharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta,

2010), 274.
#Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,(Jakarta: Ul-Press, Cet. 111, 1986), 21.
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a. Editing
Yang dimaksud dengan editing di sini yaitu memilih dan menyeleksi
data yang berkaitan dengan obyek penelitian dari berbagai segi, yakni
kesesuaian, kelengkapan, keaslian, relevansi, dan keseragaman dalam
permasalahan tentang ahli waris zawi al-arham menurut hukum Islam.
b. Organizing
Yang dimaksud dengan organizing di sini yaitu menyusun secara
sistematis data yang telah terkumpul, yaitu data tentang ahli waris
sebagai patokan bagian yang merupakan pembagian harta warisan dalam
kerangka yang telah ditentukan dengan berbentuk deskripsi.
c. Analizing
Yang dimaksud analizing di sini yaitu menganalisa data yang telah
terkumpul tersebut sebagai sarana untuk mendapatkan kesimpulan dari
pembahasan dengan menggunakan konsep ahliyyah.
5. Teknik Analisis Data
a. Teknik Deskriptif Analisis yaitu analisis dengan menggambarkan atau
menjelaskan secara sistematis segala fakta aktual yang dihadapi,
kemudian dianalisis sehingga memberikan pemahaman yang konkrit,
kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam hal ini dengan
mengemukakan kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Bangkalan

tentang ahli waris zaws al-arham, kemudian dikaitkan dengan teori dan
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dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, sehingga
mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

b. Pola pikir deduktif adalah merupakan prosedur yang berpangkal pada
suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini,
dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat
lebih khusus. Metode ini diawali dari pebentukan teori, hipotesis, definisi
operasional, instrumen dan operasionalisasi. Dengan kata lain, untuk
memahami suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori
tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian di lapangan.
Dengan demikian konteks penalaran deduktif tersebut, konsep dan teori
merupakan kata kunci untuk memahami suatu gejala. Yang diawali
dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum yang berkenaan
dengan perkara ahli waris zawi al-arham, figh Islam dan aturan
perundang-undangan. Untuk selanjutnya dikemukakan kenyataaan yang
bersifat khusus dari hasil penelitian terhadap penetapan Pengadilan
Agama Bangkalan tentang ahli waris zawi al-arham untuk kemudian

ditarik kesimpulan.

I. Sistematika pembahasan
Sistematika pembahasan dalam skripsi ini disusun menjadi lima bab, dengan

perincian sebagai berikut:
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Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini memuat bahasan
tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan maslah, rumusan
masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi
operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.‘

Bab kedua merupakan landasan teori konsepsial yang digunakan sebagai
penelitian bab ini membahas tentang ahli waris zaws al-arham dalam hukum
islam yang meliputi: ahli waris dan syarat hukumnya, ahli waris dan dasar
hukumnya, syarat-syarat ahli waris, macam-macam ahli waris dengan kelompok
ahli waris yang meliputi zaw/ al-furud, ‘asbah, dan zawi al-arham serta pendapat
ulama’ figh tentang kewarisan zaw; al-arham, yang meliputi definisi zawi al-
arham dan dasar hukumnya, syarat-syarat pembagian hak waris zawi al-arham,
cara pembagian waris zawi al-arham. Serta kewarisan zawi al-arham dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang meliputi ketentuan tentang zawi al-arham,
ketentuan hak bagian waris zawi al-arham, dan ketentuan tentang mekanisme
kewarisan zaw; al-arham.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian atau data penelitian yang berisi
penetapan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 08/Pdt.P/2010/PA.BkI tentang
waris zawi al-arham, bab ini menjelaskan sekilas tentang pengadilan agama
Bangkalan dengan keberadaan geografis dan wilayah hukum yurisprudensi
Pengadilan Agama, struktur organisasi Pengadilan Agama Bangkalan, serta

wewenang Pengadilan Agama, dengan gambaran permohonan hak waris zawi al-
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arham . Penetapan pengadilan agama Bangkalan nomor 08/Pdt.P/2010/PA.Bkl
yang meliputi pertimbangan penetapan nomor 08/Pdt.P/2010/PA.Bkl dan dasar
hukum penetapan nomor 08/Pdt.P/2010/PA.Bkl.

Bab ke empat merupakan Analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap
penctapan Pengadilan Agama Bangkalan nomor 08/Pdt.P/2010/PA.Bklyang
meliputi pertimbangan dan dasar hukum penetapan nomor 08/Pdt.P/2010/PA.Bkl
tentang Ahli Waris zawi al-arham, serta analisis Kompilasi Hukum Islam
tethadap penetapan nomor 08/Pdt.P/2010/PA.Bkl tentang Ahli waris zawi al-
arham.

Bab ke lima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB I

AHLI WARIS ZA WI AL-ARHAM DALAM HUKUM ISLAM

A. Ahli Waris dan syarat-syarat
1. Ahli waris dan dasar hukumnya

Syari’at Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat
teratur dan adil. Didalamnya ditapkan hak kepemilikan harta bagi setiap
manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara legal. Syari’af islam
juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal
dunia kepada ahli warisnya dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa
membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.!

Al-Quran menjelaskan merinci secara detail hukum-hukum yang
berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian
yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan dan nasab
terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, kakek, ibu, paman,
cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu. Oleh karena itu
al-Quran merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris,
sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari Hadis Rasulullah

Saw, dan jjma’ para ulama’sangat sedikit.

! Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, (Jakarta, Gema Insani Pres,
cetakan I, 1995), 32

22
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Dapat dikatakam bahwa dalam hukum dan syar7’af Islam sedikit sekali
ayat a/-Quran yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali
hukum waris ini. Hal ini disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk
kepemilikan yang legal dan dibenarkan Allah SWT. Di samping bahwa harta
merupakan tonggak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok
masyarakat .2

Setelah Islam menjadikan bagi setiap ahli waris bagian tertentunya,
dengan demikian maka terputuslah benih ketamakan yang di suatu saat
dapat tumbuh diantara anggota sebuah keluarga, schingga menjadi
terpeliharalah ikatannya dan terhindarkan dari perselisihan, pertengkaran,
dan kedengkian diantara sesama mereka.’

Pengertian ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta
peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan
keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya (wala’).
Menurut bahasa arab pengertian mewarisi dari kata warisa, yarisy, irsan,
wamirasan.® Dalam al-Quran kata mewarisi, surat an-Nam/ ayat 16

discbutkan:

- 8 -7

. 3 2 - .
J:)bO'_..,.LwO_’)J_,

2.,
Ibid,, 33

3 Bachrun Abu Bakar, Figih Waris,(Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 21

4 Dian Khairul Umam, Figh Mawaris, (Bandung, Pustaka Setia, Cetakan I, 1999), 44
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Artinya: “Dan Sulaiman telah mewarisi Daud’®
Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa mewarisi menurut bahasa
artinya berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Adapun
mewarisi dalam arti istilah adalah berpindahnya hak milik dari sipewaaris
kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta,
kebun, atau hak-hak syariah.’
Salah satu Hadis Nabi Muhammad Saw yang mengatur ahli waris
adalah:
Y 380 o W gl et i 16 e o S B Wi B 5 A ) 22
(e giy 55955 43

Artinya: “Dari ibnu abbas r.a dari Nabi SAW ia bersabda, serahkanlah
bagian itu kepada yang berhak, kemudjan sisanya adalah untuk

laki-laki yang lebih dekat(kepada simayit)”.

2. Syarat-syarat ahli waris
Untuk terjadinya pewarisan, diperlukan syarat-syarat ahli waris yang

ada tiga macam diantaranya:

5Departemen Agama Republik Indonesia, A/ Quran dan Terjemahannya (Revisi Terbaru),
Semarang, CV. As-Syifa, 1999

¢ Muhammad ali ash-shabuni, Hukum Waris,(Solo: Pustaka Mantiq, 1994), 49

" Mu’ammal Hamidy, Nailul Authar, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2009), 2050
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a. Meninggalnya orang yang mewariskan, baik meninggal menurut hakikat
maupun menurut hukum. Harta peninggalan seseorang tidak mungkin
akan dibagikan kepada ahli warisnya sebelum diketahui bahwa pewaris
itu benar-benar telah meninggal atau telah diputuskan oleh hakim
tentang kematian seseorang yang hilang. Keputusan itu menjadi orang
yang hilang itu sebagai orang yang meninggal secara hakiki, atau mati
menurut dugaan seseorang memukul seorang perempuan yang hamil
schingga janinnya gugur, maka janin yang gugur itu dianggap hidup
sekali pun hidupnya itu belum nyata.®

Dengan demikian, jelas bahwa syarat mewarisi yang pertama adalah
meninggalnya muwaris, secara hakikat atau dianggap telah meninggal
berdasarkan penetapan hakim. Sebagai contoh, orang yang hilang yang
keadaanya atidak diketahui lagi secara pasti, schingga hakim memvonis
sebagai orang yang telah meninggal. Hal ini, karena manusia masih
hidup, ia mampu mengelola hartanya dan harta miliknya tidak berpindah
kepada orang lain tidak boleh menggantikannya di dalam pengelolaan
hartanya. Akan tetapi, apabila sudah meninggal, ia sama sekali tidak
dapat mengelola hartanya. Oleh karena itu, hartanya dipindahkan kepada

hali warisnya.’

8 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, juz 14, (Bandung: PT. Al-ma’arif, 1998), 241
® Dian Khairul Umam, Figh Mawaris, 45
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b. Ahli waris betul-betul masih hidup, ketika orang yanga mewariskan
meninggal dunia. Ketentuan ini merupakan syarat mutlak agar seseorang
berhak menerima warisan, sebab orang yang sudah meninggal dunia tidak
mampu lagi membelanjakan hartanya, baik yang diperoleh karena
pewarisan maupun sebab-sebab lainnya.

Hidup ahli waris ini berlaku meskipun hidupnya itu secara hukum,
misalnya kandungan. Secara hukum, kandungan itu dianggap hidup,
karena mungkin ruhnya belum ditiupkan.

Sebagi contoh, jika dua orang atau lebih dari golongan yang berhak
saling mewarisi meninggal dalam satu peristiwa atau dalam keadaan
yang berlainan tetapi tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggal,
maka diantara mereka tidak bisa saling mewarisi harta yang mereka
miliki ketika masih hidup.

Apabila tidak diketahui ahli waris itu hidup sesudah orang yang
dapat saling mewarisi, maka diantara mereka tidak ada waris mewarisi,
dan salah seorang dari mereka tidak ada yang berhak mewarisi dari yang
lain. Adapun harta masing-masing dari mereka itu dibagikan kepada ahli
waris yang masih hidup."’

c. Diketahui posisi para ahli waris dalam mewarisi, atau posisi penerima

warisan diketahui dengan jelas. Posisi dari masing-masing ahli waris

19 1bid,, 46
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harus diketahui dengan pasti, misalnya, istri, kerabat, dan sebagainya,

sehingga bagian-bagian yang diperoleh sesuai dengan ketentuan fara’id

Dengan diketahuinya posisi kewarisan, seperti perkawinan,
kekerabatan, dan keberadannya dalam derajat kekerabatan, maka hal ini
dianggap mudah. Sebab, dalam hukum waris itu berbeda-beda disebabkan
oleh perbedaan derajat kekerabatan atau jauh dekatnya kekerabatan akan
membedakan jumlah yang diterima.

Misalnya, kita tidak cukup kita hanya mengatakan, “ si fulan
saudaranya si pewaris” tanpa mengetahui posisinya.'!' Mereka masing-
masing mempunyai hukum bagian, ad;I yang berhak menerima warisan
karena sebagai zaw/ al-furud, ada yang karena ‘asabah, ada yang
terhalang hingga tidak mendapatkan warisa, serta ada yang tidak
terhalang.'2
Rukun mewarisi ada tiga, yaitu:

1) Ada yang mewariskan, yaitu si pewaris itu sendiri, baik nyata
maupun dinyatakan mati secara hukum, seperti orang hilang dan
dinyatakan mati, sehingga orang lain berhak mendapatkan warisa
darinya apa saja yang ditinggalkan sesudah mati.

2) Ada pewaris, yaitu orang yang mempunyai hubungan penyebab

kewarisan dengan si pewaris, sehingga dia memperoleh warisan.

" 1bid, 46
2 Muhammad Ali ash-Shabuni, Hukum Waris Menurut Islam, 41
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3) Adaharta yang diwariskan, yaitu yang disebutkan juga peninggalan
atau tirkah, yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari yang
mewariskan kepada pewaris."?

Ketiga rukun diatas berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Ketiganya harus ada dalam setiap pewarisan. Dengan kata lain,

pewarisan tidak mungkin terjadi manakala salah satu diantara ketiga

unsur diatas tidak ada.'

3. Macam-macam ahli waris

Ahli waris tidaklah sama dalam derajatnya atau tingkatannya. Dengan
demikian, pemberiannya didahulukan sesuai dengan martabat yang lebih
tinggi tingkatannya. Berdasarkan tingkatan ahli waris, maka dapat diketahui
bahwa macam-macam cara mewarisi harta peninggalan, yaitu sebagai

a. Zawi al-furud
Pengertian dari zaw/ al-furud adalah ahli waris yang mendapatkan
bagian tertentu yang ditetapkan(ditentukan) oleh a/-Quran dan Hadis

Nabi Saw.

3 Dian Khairul Umam, Figh Mawaris, 47
I"Supanmm Usman, Figh Mawaris, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cetakan I, 1997),24



29

Para wlama’ fara’id, definisi yang mereka kemukakan secara
redaksional, salah satunya menurut Rifa’i Arief mengemukakan sebagai
berikut:

58y 1 5akis¥s e W J¥ 52l i il 2l
Artinya : “Bagian yang telah ditetapkan dalam hukum syara’ yang akan
tidak akan berambah kecvali dalam masalah raad, dan tidak

akan berkurang kecuali dalam masalah ‘aul. *°

Para ahli waris dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:
1) Ahli waris sababiyah (karena perkawinan).
2) Ahli waris nasabiyah (qarabah, hubungan nasab).
3) Ahli waris wa/a {pembebasan hamba sahaya).

Para ahli waris zawi al-furud, terdiri atas dua belas orang, delapan
orang perempuan dan empat orang laki-laki, yaitu:
1) Zawi al-furud dari perempuan.

a) Istri

b) Anak perempuan

¢) Cucu perempuan dari anak laki-laki.

d) Saudari kandung

e) Saudari seayah.

' Hasyiyatul Bajuri,
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f) Saudari seibu

g) Ibuy, dan

h) Nenek sahihah.
2) Zawi al-furud dari laki-laki.

a) Suami

b) Ayah

c) Kakek sahih (ayahnya ayah) dan seterusnya ke atas.

d) Saudara seibu

Dalam pembagian harta waris, para ahli waris dari zawi al-furud
harus didahulukan dari pada golongan asabah dan zawi al-arhiim kalau
ada. Hal ini dikarenakan harta peninggalan itu akan habis dibagikan
kepada zawi al-furud sesuai dengan bagiannya masing-masing. Bila ada
sisanya, sisa harta inilah yang kemudian dibagikan kepada ahli waris
‘agabah, sesuai dengan ketentuan dalam membagikan pusaka atau harta
kepada mereka.'®

b. ‘asabah

‘asabah dalam bahasa arab berarti kerabat seseorang dari pihak

bapak. Disebut demikian, dikarenakan kerabat bapak, adalah

menguatkan dan melindungi. Sebagai ungkapan bagi kelompok yang

' Dian Khairul Umam, Figh Mawaris,61
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kuat. Demikian juga dalam al-Quran, surat Yusuf ayat 14, Allah
berfirman:

” -

-8 LS5 F Gy, L e E, 2. -
@0)}‘:*5“! |>’!b’!woazbjg,‘§:.\l|ﬂ\lb|@‘“}.lb

Artinya: “Mercka berkata : jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang
kami golonan (yang kuat), sesungguhnya kami kalau demikian

adalah orang-orang yang merugi.”’

Maka jika dalam fara’id kerabat distilahkan dengan ‘asabah hal ini
disebabkan mereka melindungi dan menguatkan. Inilah pengertian
‘asabah dari segi bahasa. Sedangkan pengertian ‘asabah istilah para
fuqaha ialah ahli waris yang tidak disebutkan banyaknya bagian dalam
al-Qur’an dan as-sunnah dengan tegas. Sebagai contoh, anak laki-laki,
cucu laki-laki keturunan anak laki-laki, saudara kandung laki-laki dan
saudara laki-laki seayah, dan paman (saudara kandung ayah).
Kekerabatan mereka sangat kuat dikarenakan berasal dari pihak ayah.
Sedangkan menurut kalangan ulama’fara’id yang sangat masyhur ialah
orang yang menguasai harta waris karena ia menjadi ahli waris tunggal.
Selain itu, ia juga menerima seluruh sisa harta warisan setelah zawi/

furud menerima dan mengambil bagian masing-masing.

'” Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahannya (Revisi Terbaru),
Semarang, CV. As-Syifa, 1999
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Sedangkan dalil dari as-sunnah adalah apa yang disabdakan

Rasulullah Saw:

@ olyy) - $5 Jo5 B35 o b (Gl L 24

Artinya : “ Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak
dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling

utama.’'®

Hadis ini menunjukkan perintah Rasulullah saw. Agar memberikan
hak waris kepada ahlinya. Maka jika masih tersisa, hendaknya diberikan
kepada orang laki-laki yang utama dari ‘asabah.””

Macam-macam ‘asabah terbagi menjadi dua yaitu:
1) ‘asabah nasabiyah (karena nasab).
a) ‘asabah bin nafs (nasabnya tidak tercampur unsur wanita).
Adapun bila para ‘asabah bin nafS lebih dari satu orang,
maka cara penarjihannya (pengunggulannya) sebagai berikut:
Yang pertama, penarjihan dari segala arah. Apabila dalam satu
keadaan pembagian waris terdapat beberapa ‘asabah bin nafs,
maka pengungulannya dilihat dari segi arah, Arah anak lebih

didahulukan dibandingkan yang lain. Anak akan mengambil

'8 Hasyiyatul Bajuri,106
' Muhammad Ali ash-Shabuni, Hukum Waris Menurut Islam, 62
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seluruh harta peninggalan yang ada, atau akan menerima sisa
harta waris setelah dibagikan kepada zawil furud bagian
keturunan dari anak laki-laki dan seterusnya. Sebab cucu akan
menduduki posisi anak bila anak tidak ada.

Yang kedua, penarjihan secara derajat. Apabila dalam
suatu keadaan pembagian waris terdapat beberapa orang
‘asabah bin nafs, kemudian mereka pun dalam satu arah maka
penarjihannya dengan melihat derajat mereka, siapakah
diantara mereka yang paling dekat derajatnya kepada
sipewaris. |

Yang ketiga, Penarjihan menurut kuatnya kekerabatan.
Apabila dalm suatu keadaan pembagian waris terdapat banyak
‘asabah bin nafs yang sama dalam arah dan derajatnya, maka
penarjihannya dengan melihat manakah diantara mereka yang
paling kuat kekerabatannya dengan pewaris.?’

‘asabah bil ghair (menjadi ‘asabah karena yang lain).

‘asabah bil ghair hanya terbatas pada empat orang ahli

waris yang kesemuanya wanita: yang pertama, anak

perempuan, akan menjadi ‘asabah bila bersamaan dengan

D 1bid...,64-65
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saudara laki-lakinya (yakni anak laki-laki). Yang kedua, cucu
perempuan keturunan anak laki-laki akan menjadi ‘asabah bila
berbarengan dengan saudara laki-lakinya, atau anak laki-laki
pamannya (yakni cucu keturunan anak laki-laki), baik sederajat
dengannya atau bahkan lebih dibawahnya. Yang ketiga,
saudara kandung perempuan akan menjadi ‘asabah bila bersama
saudara kandung laki-laki. Yang keempat, saudara perempuan
seayah akan menjadi ‘asabah bila bersamaan dengan saudara
laki-lakinya, dan pembagianya, bagian laki-laki dua kali lipat
bagian perempuan atau 2:1 2

‘asabah bil ghair tidak akan terwujud kecuali dengan
beberapa syarat:
Pertama: haruslah wanita yang tergolong zawil furud, bila
wanita tersebut bukan zawi/ firud, maka tidak akan menjadi
‘asabah bil ghair.
Kedua: laki-laki yang menjadi ‘asabah (penguat) harus yang
sederajat.
Ketiga: laki-laki yang menjadi penguat harus sama kuat

dengan ahli waris perempuan sahihul fard.

2 1bid..., 66
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c) ‘asabah ma’al ghair (menjadi ‘asabah bersama-sama dengan
yang lain).

‘asabah ma’al ghair ini khusus bagi para saudara kandung
perempuan maupun saudara perempuan seayah apabila
mewarisi bersamaan dengan anak perempuan yang tidak
mempunyai saudara laki-laki.

Hal yang perlu diketahui dalam masalah ini, adapun
saudara perempuan (kandung dan seayah) menjadi ‘asabah jika
berbarengan dengan anak perempuan adalah agar bagian
saudara perempuan terkena pengurangan, sedangkan bagian
anak perempuan secara fard, maka akan naiklah pokok
pembagiannya dan hak bagian anak perempuan akan berkurang.
Kemudian, disegi lain tidaklah mungkin hak saudara kandung
perempuan dan saudara perempuan seayah sebagai ‘asabah
agar terkena pengurangan.”

Dari uraian sebelumnya dapat kita ketahui bahwa ‘asabah
bil ghdir adalah setiap wanita ahli waris yang termasuk zawi al-
furud, dan menjadi ‘asabah bila berbarangan dengan saudara
laki-lakinya. Misalnya, anak perempuan menjadi ‘asabah bila

bersama saudara laki-lakinya (yakni anak laki-laki pewaris).

2 Hasyiyatul Bajuri, 108
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Saudara kandung perempuan ataupun saudara kandung laki-laki
ataupun saudara laki-laki seayah. Dalam hal ini bagi yang laki-
laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan.”

Adapun ‘asabah ma’al ghair adalah para saudara kandung
perempuan ataupun saudara perempuan seayah Dbila
berbarengan dengan anak perempuan, dan dalam hal ini mereka
mendapatkan bagian sisa seluruh harta peninggalan saudara
zawi al-furud mengambil bagian masing-masing. Jadi, secara
ringkasnya pada’asabah bil ghair para ‘asabah bin nafs,
menggandeng kaum wanita zaws al-furud menjadi ‘asabah dan
menggurkan hak fardnya. Sedangkan ‘asabah ma’al ghair
tidaklah demikian. Seorang saudara perempuan sekandung atau
seayah tidak menerima bagian seperti bagian anak perempuan
atau cucu perempuan dari keterunan amak laki-laki. Akan
tetapi, anak perempuan atau cucu perempuan keturunan anak
laki-laki mendapatkan bagian secara firud/fard, kemudian
saudara perempuan sckandung atau seayah mendapatkan

sisanya. Inilah perbedaan keduanya.

3 Muhammad Ali ash-Shabuni, Hukum Waris Menurut Islam,67
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2) ‘asabah sababiyah (karena sebab).

‘asabah ini di sebabkan memerdekan budak. Oleh karena itu,
seorang tuan (pemilik budak) dapat menjadi ahli waris bekas budak
yang dimerdekakannya apabila budak tersebut tidak mempunyai
keturunan.**

Apabila seluruh ahli waris diatas tidak ada, maka menurut
ashlil mazhab adalah termasuk kelompok zawi al-arham,
menurutnya zawi al-arham tidak bisa mewaris dan bila dalam
pembagian waris yang ada ahli waris yang ada, hanya sebagian saja
dari ahli waris, maka kelebihan harta waris yang ada, harus
diserahkan pada baitul mal”

c. Zawi al-atham

Kata al-arham bentuk jamak dari kata Rahmun, yang menurut
bahasa artinya adalah tempat terbentuknya janin dalam perut ibunya.
Pengertian tersebut kemudian diperluas sebagai sebutan untuk setiap
orang yang dihubungkan nasabnya kepada seseorang akibat adanya
hubungan darah. Keluasan arti zawi al-arham tersebut diambil ddari

pengertian Jafad ulul arham yang terdapat dalam al-Quran surat a/-Anfal

ayat 75:

2 Ibid., 62
» Abul Hiyadh, Terjemah Fat-Hul Mu'in, (Surabaya: Al-Hidayah,2001) 492
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Artinya: “orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu,
sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari ada yang

bukan kerabat) di dalam kitab Allah "

Secara umum pengertian zaws al-arham mencakup seluruh keluarga
yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal, baik
yang termasuk ahli waris golongan zaw/ al-furud, asabah, maupun
golongan lain. Ulama’faraid mengkhususkana pengertian zawi al-arbam
kepada ahli waris selain zaw/ al-firud dan ‘asabah, baik laki-laki
maupun perempuan, baik seorang maupun banyak.?’

Orang-orang yang termasuk kelompok zawi al-arham antara lain:

1) Cucu perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.

2) Cucu laki-laki dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.

3) Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya
kebawah.

4) Anak perempuan dari saudara laki-laki sebapak dan seterusnya ke

bawah.

2G'Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahannya (Revisi Terbaru),
Semarang, CV. As-Syifa, 1999
¥Dian Khairul Umam, Figh Mawaris, 98
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5) Anak laki-laki saudara perempuan sekandung dan seterusnya ke
bawah.

6) Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung dan seterusnya
kebawah.

7) Anak laki-laki dari saudara perempuan sebapak dan seterusnya ke
bawah.

8) Kakek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas.”®

B. Pendapat ulama figh tentang ke warisan zawi al-arham
I. Definisi 7awi al-arhdm dan dasar hukumnya

Kata rahmun, yang asalnya dalam bahasa arab berarti tempat
pembentukan atau menyimpan janin dalam perut ibu. Kemudian
dfkembangkan menjadi kerabat, baik dari pihak ayah ataupun dari ibu.
Pengertian ini tentu saja disandarkan karena adanya rahim yang
menyatukan asal mereka. Dengan demikian, lafadz rahim tersebut umum
digunakan dengan makna’kerabat.”” Baik dalam bahasa arab maupun

istilah syari’at Islam, dan Allah berfirman dalam surat an-Nisa’ayat 1:

@j}ijﬁ"fﬁ ] ?’ngjbgb_,JZL;i T 1,255,

28 Suparman Usman, Figh Mawaris,81
2 Muhammad Ali ash-Shabuni, Hukum Waris, 144
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Artinya: “..dan  bertaqwalah  kepada  Allah  yang  dengan
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama
lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya

Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.®

Dan surat Muhammad ayat 22:
I IR AT AR Rt P
ri..b-)l l}q,ln.a.uubJ |L3|J.L.¢~u0|(uy0,!,;,ﬁc‘).g:
Artinya: “maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat
kerusakan dimuka bumi dan memutuskan hubungan

kekeluargaan?'®’

Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa yang berkehendak untuk
dilapangkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya, maka hendaklah ia
menyambung silaturrahmi”.*?

Adapun lafadz zawi al-arham yang dimaksud dalam istilah fuqaha
adalah kerabat pewaris yang tidak mempunyai bagian/hak waris yang

tertentu, baik dalam a/-Quran ataupun sunnah, dan bukan pula termasuk

dari pada ‘asabah. Maksudnya, zawi al-arham adalah mereka yang bukan

0 Departemen Agama Republik Indonesia, A/ Quran dan Terjemahannya (Revisi Terbaru),
Semarang, CV. As-Syifa, 1999

! 1bid..

32 Hasyiyatul Bajuri,109
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termasuk zawi al-furud dan bukan pula asabah. Jadi zawi al-arham adalah
ahli waris yang mempunyai tali kekerabatan dengan pewaris, namun
mereka tidak mewarisinya secara zawi al-furud dan tidak pula secara
asabah. >’

Dikalangan ulama ahlu al-sunnah kata zawi al-arham ini
dikhususkan penggunaannya dalam kewarisan pada orang-orang yang
mempunyai hubungan krturunan yang tidak disebutkan Allah furudhya
dalam a/-Quran dan tidak pula pada orang-orang yang berhak atas sisa

harta yang dinamakan  asabah. **

2. Syarat-syarat pemberian hak waris bagi zawi al-arham
Ulama fuqaha yang menyetujui kewarisan zawi al-arham menetapkan
dua syarat agar mercka dapat menerima harta peninggalan
kekerabatannya, sebagai berikut:
a. Tidak ada zawi al-furud atau asabah.

Apabila masih terdapat zaws al-firud dan asabah walaupun hanya
seorang, zawi al-arham tidak menerima bagian waris sama sekali. Hal
ini dikarenakan apabila bagian zawi al-furud tidak sampai habis,
maka harus dikembalikan (d7 rad) kepada ashabul furud kembali

sampai tidak ada sisa harta peninggalan yang akan diterimanya.

*Muhammad Ali ash-Shabuni, Hukum Waris Menurut Islam, 145
34Suparman Usman, Figh Mawaris, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997) 149
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Radd kepada zawi al-furud harus didahulukan daripada
mewariskan kepada zaw/ al-arham. Apabila kalau fard ashabul furud
dapat mengahabiskan semua harta peninggalan, atau jumlah saham
mereka lebih besar daripada asal masalah hingga asal masalah itu
perlu di aul-kan sehingga tidak ada sisa lebih.

Begitu juga, mereka tidak dapat menerima warisan sama sekali,
bila masih ada asabah baik sendirian maupun bersama-sama dengan
zawi al-furud sebab sisa lebih akan diterima semuanya oleh asabah
sebagai pewwaris penerima sisa.

b. Bersama salah seorang suami istri. -

Apabila zawi al-furud yang mewarisi bersama-sama dengan zaws
al-arham itu salah seorang suami istri, salah satu dari suami istri itu
mengambil bagiannya lebih dahulu kemudian sisanya diberikan
kepada mereka, tidak boleh di radd-kan kepada salah seorang suami
istri tersebut. Ini karena me-radd-kan sisa lebih kepad salah seorang
suami istri harus dikemudiakan dari pada menerimakan kepada zawi
al-arham.

Ketiadaan salah seorang suami istri menerima radd tetap berlaku

sepanjang masih ada zawi al-furud selain atau zawi al-arham.>’

% Dian Khairul Umam, Figh Mawaris, 102
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3. Cara pembagian waris zawi al-arham.

Cara pembagian waris zawi al-arham yang diperselisihkan
kepewarisannya oleh para fuqaha ialah zawi al-arham (keluarga lain dari
ahli waris). Mereka adalah tidak mempunyai bagian tertentu dalam a/-
Qur’an, dan juga tidak termasuk dalam kelompok ‘ asabah.”®

Para fuqaha golongan sahabat, tabi’i, dan imam-imam madzhab
saling berbeda pendapat dalam menentukan apakah zawi al-arham dapat
mewarisi atau tidak terhadap sisa harta peninggalan dari pada ahli waris
zawi al-furud yang dapat menerima rad, atau terhadap semua harta
peninggalan orang yang meninggal yang tidak memiliki ahli waris sama
sekali.

Golongan pertama, pendapat Imam Syafi’i dan Malik, serta dari
golongan sahabat adalah Zaid bin Sabit Ibnu Abbas ra., al-Auza’i, dan
Tbnu Hazm (salah seorang fuqaha). Berpendapat bahwa zawi al-arham
tidak dapat mewarisi sama sekali. Menurut mereka, apabila tidak ada
zawi al-furud dan asabah, maka harta peninggalannya diserahkan kepada
baitul mal. Dan tidak mengakui adanya radd dan harta untuk zawi al-
arham.

Alasan yang menyatakan ketiadaan warisan bagi zawi al-arham

adalah, adanya firman allah dalam surat maryam ayat 64:

* Imam Ghazali Said, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 381
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Artinya : “..dan tidaklah sckali-kali tuhanmu lupa...”®’

Ayat diatas menunjukkan bahwa dalam ayat mawaris, Allah hanya
menjelaskan hak waris golongan zawi al-furud dan asabah, sedangkan hak
waris zawi al-arham tidak dijelaskan sama sekali. I{etiada penjelasan hak
waris dan ketentuan besar kecilnya penerimaan zawi al-arham bukanlah
suatu kealpaan Allah.

Dengan demikian, menetapkan adanya hak waris dan ketentuan besar
kecilnya penerimaan warisan bagi zawi al-arham berarti menambah
ketentuan hukum baru yang tidak tercanfum dalam nasdan sarih®
Dalam memepertahankan pendapatnya, para u/ama’yang menolak pusaka
2zawi al-arham mengemukakan alasan sebagai berikut:

a. Prinsip dalam pemabgian harta waris adalah harus ada dasar dari nash
yang qath’i (al-Qur’an dan hadis), sedangkan besar kecilnya bagian
pusaka zawi al-arham sama sekali tidak dijelaskan. Oleh karena itu,
memberikan bagian warisan kepada mereka tanpa adanya nash berarti

menambah ketentuan hukum baru dan hal ini merupakan kebatilan.

7 Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahannya (Revisi Terbaru),
Semarang, CV. As-Syifa, 1999
®Suparman Usman, Figh Mawaris, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997) , 82
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b. Hadisnabi yang menceritakan oleh Atha bin Yasar:

-

Sobpa \!oswdjuaiﬂtdgum ; LJJ\ uawl‘j}.»)ol

(kiame (3 At olyy) L
Artinya: “sesungguhnya rasulullah Saw, mengenakan jubah (pakaian
lvar) untuk beristikharah (meminta petenjuk baik) kepada
Allah SWT, tentang pusaka paman dan bibi, kemudian
Allah memberikan petunjuk bahwa tidak hak pusaka

(mewarisi harta peninggalan sipewaris)”

c. Apabila diserahkan kepada baitu/ mal, harta pusaka itu akan
mendatangkan manfaat yang banyak, dan seluruh kaum muslimin
berhak memilikinya. Ini berbeda bila harta itu diberikan kepada zawi
al-arham karena kemanfaatannya kecil dan faedahnya hanya terbatas
kepada mereka saja, sedangkan orang lain tidaklah berhak.*

Golongan kedua, pendapat imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin

Hambal, berpendapat bahwa zawi al-arham berhak menerima warisan.

Alasan yang dikemukakan yang menyatakan adanya hak waris zawi al-

arham, Allah berfirman pada surat al-anfal ayat 75:

< - > - 3 > - . 2

% Dian Khairul Umam, Figh Mawaris,99
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Artinya: orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu,
sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari ada yang

bukan kerabat) di dalam kitab Allah. "

Ayat diatas menunjukkan bahwasannya, hak waris pada kerabat itu
mutlak dan bersifat umum, tidak terbatas kepada golongan zaws al-furud
dan asabah saja, melainkan juga golongan zawi al-arham.*'

Menurut Imam Malik dan para fugaha yang sependapat dengannya
masalah-masalah fara’id tidak ada tempat bagi lapangan analogi
pemikiran (Qiyas), maka pada prinsipnya suatu ketentuan tidak dapat
ditetapkan di dalamnya kecuali bedasarkan a/-Quran dan as-sunnah as-
sahih dan jjma’. Dan kesemuanya itu tidak ada dalam masalah ini.*’

Sedangkan menurut abu Hanifah dan para pengikutnya yang
terkemudian menyamakan (menganalogikan) warisan dengan otoritas
tanggung jawab. Mereka mengatakan, karena otoritas menyiapkan
jenazah, mensholatkan, dan menguburkannya ditangan zawi al-arham.

Ketika pewaris mempunyai bagian tertentu (zaw/ al-firud dan ‘asabah)

'mDepartemen Agama Republik Indonesia, A/ Quran dan Terjemahannya (Revisi Terbaru),
Semarang, CV. As-Syifa, 1999

“'Suparman Usman, Figh Mawaris, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997) , 83

“Imam Ghazali Said, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 382
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tidak ada, maka kekuasaan mewarisi itu seharusnya ada pada zawi a/-
arham.*

Menurut riwayat ahmad bahwa Abu Ubaidiah, al-Jarrah pernah
mengirimkan sepucuk surat kepada sayyidina Umar r.a yang menyatakan
siapa pewaris sahal bin Hanif yang telah mati terbunuh dalam keadaan

tidak meninggalkan ahli waris selain saudara ibunya, Umar r.a menjawab:
(i oy B S5 Y 85 &ty S 105k 5o 1 Iyt 238 )

Artinya: “Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah SAW, bersabda,
paman itu adalah pewaris orang yang tidak mempunyai ahli

»

waris.

Golongan ini mengambil dalil akal dengan mengatakan bahwa zawi
al-arham lebih berhak mewarisi daripada baitul mal sebab baitul mal
mengikat sipewaris dengan ikatan Islam, artinya harus muslim,
sedangkan zawi al-arham diikat dengan dua ikatan yaitu, ikatan Islam
dan rahim. Orang yang mempunyai hubungan kerabat dari dua jihat lebih
kuat dari pada orang yang mempunyai hubungan kerabat hanya satu

jihat.*

* Ibid.,, 383
“ Dian Khairul Umam, Figh Mawaris, 101
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Imam Malik mengatakan, menurut kesepakatan kaum, sejauh yang
saya lihat mengenai sikap hukum yang ditetapkan oleh para ahli ilmu
dinegeri kami ialah, bahwa sesungguhnya anak laki-laki saudara seibu,
kakek dari rumpun ibu, paman saudara seibu seayah saja, tante, bibi,
nenck ibunya bapaknya ibu, anak perepmpuan saudara kandung, dan
paman. Mereka semua tidak dapat menerima pusaka (harta warisan)
terhadap kerabat-kerabatnya sedikitpun. Seorang yang punya nasab
keturunan cukup jauh dengan sipewaris, juga tidak dapat menerima
warisan sama sekali.*’

Yang disebut-sebut dalam kitab Allah, al-Quran, hanyalah seorang
ibu dapat menerima warisan dari anaknya, anak-anak perempuan dapat
menerima warisan dari ayah mereka, seorang istri bisa menerima warisa
dari suaminya, bagian warisannya saudara-saudara perempuan seayah
seibu, bagian warisannya saudara-saudara perempuan seayah saja dan
bagian warisan saudara-saudara perempuan seibu saja. Kalau seorang
nenek juga bisa menerima bagian warisan, hal itu berdasarkan ketetapan
dari Nabi Saw. Dan seorang wanita juga bisa menerima bagian warisan
dari budak wanita yang memerdekan.*®

Para ulama’ berpendapat sehubungan dengan cara mewaris zawi al-

arfiam kepada dua pendapat.

:: Adib Bisri Musthofa, Muaththa’ Al-Imam Malik, (Semarang: CV Asy Syifa’, 1992), 811
Ibid..,812
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1) Cara yang pertama dikenal dengan sebutan ahli tanzil, pendapat
inilah yang dinilai shahih dikalangan madzhab syafi’i, yaitu dengan
cara mendudukkan setiap orang yang berhubungan dengan mereka
dari kalangan zawi al-arham dengan ahli waris yang mempunyai
bagian atau ‘asabah sesuai dengan penyebab yang menghubungkan
para zawi al-arham dengan mereka, yakni cabang didudukkan dengan
pokoknya yang mewaris karena ada hubungan dengan mayat, lalu
zawi al-arham menggantikan kedudukan mereka dalam mengambil
warisannya.

2) Cara yang kedua dikenal dengan sebutan ahli Qarabah, demikianlah
mentn'uf pendapat madzhab hanafi. Cara ini dengan memprioritaskan
yang terdekat lalu yang dekat sesuvai dengan cara mewaris para
‘asabah, sebab para zawi al-arham pun termasuk kerabat nasab.
Namun mereka tidak memiliki bagian tertentu, seperti ‘asabah yang
sebenarnya, akan tetapi mereka pun mewarisi sesuai dengan urutan
para ‘asabah.*’

Golongan zawi al-arham itu ada empat:
a) Golongan yang pertama: anak-anak dari anak-anak perempuan
dan seterusnya hingga ke bawah, anak-anak dari anak-anak

perempuannya anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.

47 Bachrun Abu Bakar, Figih Waris,(Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 287
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Golongan yang kedua: kakek yang tidak benardan seterusnya
hingga ke atas, dan nenek yang tidak benar dan seterusnya hingga
ke atas.

Golongan yang ketiga: anak-anak saudara laki-laki seibu dan
anak-anak mereka dan seterusnya ke bawah, anak-anak saudara
perempuan seibu sebapak atau hanya salah satu dari keduanya
dan seterusnya hingga ke bawah, anak-anak perempuan dari
saudara lelaki seibu sebapak atau salah satu dari keduanya dan
seterusnya hingga ke bawah. Anak-anak perempuan saudara
lelaki seibu sebapak atau salah satu dari kedanya dan seterusnya
hingga ke bawah, kemudian anak-anak mereka dan seterusnya
hingga ke bawah.

Golongan yang keempat: mencakup enam golongan yang

sebagiannya diprioritaskan dalam mewaris. **

Sedangkan menurut fuqaha yang lain, cara pewarisan mereka adalah

dengan menggunakan penempatan, yakni setiap orang yang mempunyai

hubungan dengan pemilik bagian atau ‘asabah yang mempunyai

hubungan dengan pemilik bagian atau ‘assbah menempati kedudukan

sebab yang menghubungkan.

®B1bid..., 289
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Fuqaha yang menyatakan adanya hak waris bagi zawi al-arham

menetapkan dua syarat agar mercka dapat menerima harta peninggalan

kerabatnya yanag telah meninggal, yaitu jika sudah tidak ada zawi/ furud

dan asabah sama sekali, dan apabila hanya bersama-sama dengan salah

seorang suami istri. Para fugaha berselisih pendapat tentang asas dan cara

membagikan harta peninggalan tersebut. Ada yang menggunakan asas a/-

Qarabah disebut madzhab ahli al-Qarabah, ada yang menggunakan asas

al-tanzil , ada juga yang mengggunakan a/-Rahmi.

1) Yang dimaksud dengan asas a/-Qarabah ialah suatu asas dalam

2)

membagikan harta peninggalan kepada zawi al-arham berlandaskan
dekatnya nasab antara zawi al-arham dengan sipewaris. zawi al-
arham yang berhubungan nasabnya lebih dekat didahulukan daripada
yang lebih jauh. Membagikan harta peninggalan kepada zawi al-
arham berdasarkan dekatnya hubungan nasab ini sejalan dengan
membagikan harta peninggalan kepada ahli waris ‘asabah, yakni
dilihat dari jihat, derajat dan kuatnya kekerabatan dengan sipewaris.

Yang dimaksud dengan asas al-tanzi/ ialah suatu asas dalam
membagikan harta warisan kepada zawi al-arham dengan
menempatkan mereka kepada status ahli waris yang menjadikan
sebab adanya pertalian nasab dengan sipewaris dan menggantikan

bagaiannya, sekiranya masih hidup. Berhak atau tidaknya zawi al-
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arham mendapatkan harta peninggalan, menurut asas ini, tergantung
orang yang menjadikan sebab ditempati kedudukannya. Begitu pula
tentang besar atau kecilnya bagian yang diterima, tergantung dari
besar bagian yang seharusnya diterima oleh orang tersebut.

3) Yang dimaksud dengan asas al-Rahmi ialah suatu asas dalam
membagikan harta warisan kepada zawi al-arham berdasarkan secara
keseluruhan. Karena mereka yang ada sesudah meninggalnya si
pewaris tidak boleh dibedakan dan tidak boleh diutamakan yang satu
dengan yang lainnya. Seluruh ahli waris zawi al-arham berhak
mendapatkan bagian harta warisan. Jadi, apabila zawi al-arham yang
akan mewarisi itu beberapa saja, maka seluruh harta tersebut dibagi
sama rata antar mereka, sclama mereka mempunyai asas umum yang

sama sebagai zawis al-arham.”

4. Pengertian Baitul mal di Indonesia
Baitul Mal merupakan institusi khusus yang menangani harta yang
diterima negara dan mengalokasikannya bagi kaum Muslim yang berhak
menerimanya. Baitul Mal telah dipraktekkan dalam sejarah Islam sejak
masa Rasulullah, diteruskan oleh para khalifah sesudahnya, yaitu masa

Abu Bakar, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, Ali Bin Abi Thalib,

Suparman Usman, Figh Mawaris, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 84
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sosial yang lain, dan upaya pentasharufan zakat kepada golongan yang

berhak sesuai dengan ketentuan asnabiah.

C. Kewarisan zawi al-arham dalam Kompilasi Hukum Islam
1. Ketentuan tentang zawi al-arham

Kompilasi Hukum Islam ini meskipun oleh banyak pihak tidak diakui
sebagai hukum perundang-undangan, namun pelaksana diperadilan-peradilan
agama telah bersepakat untuk menjadikannya secbagai pedoman dalam
berperkara di Pengadilan Agama. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam
(KHI) bidang kewarisan telah menjadi buku hukum dilembaga Peradilan
Agama.

Dulu, hukum kewarisan itu berada dalam kitab-kitab fikih yang tersusun
dalam bentuk buku ajaran, maka saat ini, kompilasi tersebut telah tertuang
dalam format perundang-undangan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah
hakim Pengadilan Agama dalam merujuk.

Suatu hal yang dapat dipastikan ialah bahwa hukum kewarisan islam
selama ini yang bernama figih mawaris atau fara’id, itu dijadikan salah satu
bahkan sumber utama dari kompilasi. Sumber lainnya adalah hukum
perundang-undangan tentang kewarisan yang berlaku ditengan masyarakat

yang tertuang dalam jurisprudensi Pengadilan Agama.
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Kompilasi Hukum Islam yang mengatur kewarisan terdiri dari 23 pasal,
dari pasal 171 sampai dengan pasal 193. Ketentuan yang mengenai ahli waris
zawi al-arham di jelaskan dalam pasal 191 yang menjelaskan “ bila pewaris
tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui
ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan pengadilan agama
diserahkan kepada baitul mall untuk kepentingan agama islam dan
kesejahteraan umum”.>

Dari pasal 191 menjelaskan tentang pewaris yang tidak meninggalakan
ahli waris atau ahli warisnya tidak diketahui keadannya diatur dalam fikih
faraid. Tentang ahli waris yang tidak memiliki keturunan telah diuraikan

sebelumnya pada sisa harta, sedangkan ahli waris yang tidak diketahui

keberadannya dijelaskan fikih pada kewarisan mafqud™

. Ketentuan tentang hak bagian waris
Ketentuan umum tentang dalam KHI pasal 171 huruf a) menjelaskan
tentang hukum kewarisan sebagaimana juga terdapat dalam kitab-kitab figh
dengan rumusan yang berbeda. huruf b) membicarakan tentang pewaris

dengan syarat beragama islam dan huruf c) membicarakan tentang ahli waris

52 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
53 Amir Syarifuddin, Hukum Kewaris|an Islam, (Jakarta: Kencana, 2004) 332
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yang disamping masyarakat adanya hubungan kekerabatan dengan pewaris
juga harus beragama islam. huruf d) dan ¢) juga tidak berbeda dengan figh.>*
Sedangkan pada pasal 176 tentang bagian anak dalam kewarisan, baik dalam
keadaan sendiri atau bersama telah sejalan dengan ayat al-Qur’an dan
rumusannya dalam figh faraid. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur
bagian-bagian para ahli waris (dalam Hukum Waris Islam), dengan melihat
apa yang secara zhahir disebutkan dalam a/- Quraz dan ditambahkan oleh
Nabi, seperti berikut ini:
a. Anak Perempuan :

o ! bila seorrang diri (anak tunggal)

e 2/3 bila jika 2 orang atau lebih

e 1:2 (asabah), bila bersama anak laki-laki
b. Ayah:

e 1/3 bila tidak ada anak

e 1/6 bila ada anak

e Asabah, bila scorang diri
c. Ibu:

e 1/3 bila tidak ada anak/ tidak ada 2 orang saudara atau lebih.

e 1/6 bila ada anak / ada 2 orang saudara atau lebih.

>4 Ibid..., 328
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e 1/3 dari sisa sesudah diambil bagian janda atau duda bila bersama
ayah (tidak ada anak/ tidak ada 2 orang saudara atau lebih)
d. Duda:
¢ /2 bila tidak ada anak
e Y bila ada anak
e. Janda:
o Y bila tidak ada anak
o 1/8 bila ada anak
f. Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu:
e 1/6 bila hanya seorang, tidak ada anak atau ayah.
¢ 1/3 bersama-sama, bila jumlah saudara 2 orang atau lebih.
g. Saudara perempuan kandung (seayah):
¢ % bila hanya seorang, tidak ada anak atau ayah
e 2/3 bersama-sama, bila 2 orang atau lebih, tidak ada anak atau ayah

e 1:2 (asabah), bila bersama saudara laki-laki kandung atau ayah.>®

3. Ketentuan tentang mekanisme ke warisan zawi al-arham
Ketentuan mengenai bagian ahli waris zawi al-arham dalam hal ini
penerapan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam

sebagai pengembangan dari hukum kewarisan, Islam membuka pintu pilihan

3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
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yang digunakan dalam pembagian warisan dengan mempertimbangkan
kemaslakhatan para ahli waris.*®

Dalam menentukan perolehan masing-masing berdasarkan kerelaan,
keikhlasan dan kekeluargaan setelah masing-masing ahli waris menyadari
bagiannya, seperti yang diatur dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam”
para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian
harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”.”’

Ada anggota keluarga yang tidak termasuk golongan ahli waris yang
menurut istilah figh disebut zaws al-arham, tetapi menurut KHI mereka tidak
dapat diberi bagian warisan seperti pasal 191 “bila pewaris tidak
meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada
atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama
diserahkan kepada baitul mal untuk kepentingan agama Islam dan
kesejahteraan umum”.”® Dengan demikian pasal 191 KHI apabila tidak ada

ahli waris sama sekali setelah zaws al-furud dan asabah tidak ada maka harta

tersebut dilimpahkan kepada baitul Mal.

’ Ahmad Azhar Basyir, Peradilan Agama danKHI dalam Tata Hukum Indonesia,
(Yogyakarta: UII Press, Tahun1993), 137.

5"Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam..

* Ibid.., 245



BAB I
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

No.08/Pdt.P/2010/PA.Bkl TENTANG WARIS ZA WI AL-ARHAM

A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Bangkalan.

Pengadilan Agama Bangkalan kelas IB adalah salah satu pelaksana
kewenangan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama
untuk penduduk yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat
dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan
shadaqah serta ekonomi syari’ah & sodaqah sebagaimana di atur dalam Pasal 49
UU Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai
fungsi sebagai berikut : a) Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan
Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan
Eksekusi, b) Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding,
Kasasi, dan Peninjavan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya,
¢) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan
Pengadilan Agama, d) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat
tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila

diminta, e) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta

60
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peninggalan di luar sengketa antar orang & nash, orang yang beragama Islam, f)
Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito /
tabungan dan sebagainya, g) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya
seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan
riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan
sebagainya.

Menurut Yahya Harahap, ada lima tugas dan kewenangan Pengadilan
Agama yaitu (1) mengadili, (2) memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat
tentang hukum islam kepada instansi pemerintah, (3) kewenangan lain oleh atau
berdasarkan Undang-undang, (4) kewenangan Péngadilan Agama Tinggi
mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi
relatif, serta (5) bertugas mengawasi jalannya peradilan.'

Seperti yang ditegaskan dalam pasal 49 ayat 3, Pengadilan Agama
memeriksa bidang kewarisan yaitu pada penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli
waris, penentuan menegenai harta peninggalan, penentuan masing-masing ahli
waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Pengadilan Agama Bangkalan merupakan pengadilan tingkat pertama yang
berkedudukan di JI. Soekarno Hatta 19 Bangkalan 69116 Telp./fax: (031)
3095582 / (031) 3061482. Berdasakan keputusan Menteri Negara RI No. 589

tahun 1999 Pengadilan Agama se Jawa Timur dibagi dalam Kklasifikasi kelas,

! M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, 133
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yaitu kelas IA sebanyak 11 PA, kelas IB sebanyak 22 PA, dan kelas II sebanyak 4
PA, penjelasan wilayah yuridiksi terlampir.
1. Keberadaan geografis dan wilayah hukum yuridiksi Pengadilan Agama.
a. Kebijakan umum peradilan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaaan Kehakiman menyebutkan bahwa tugas pokok Pengadilan
(termasuk Pengadilan Agama Bangkalan) adalah menerima, memeriksa,
mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadahya.
Untuk dapat terselenggaranya tugas-tugas tersebut Pengadilan Agama
Bangkalan menerapkan beberapa Kebijakan Umum Peradilan, antara
lain:
1) Meningkatkan Pelayanan Penerimaan Perkara kepada Pencari
Keadilan sehingga dapat mewujudkan pelayanan prima
2) Menyelenggarakan persidangan perkara secara cepat, sederhana dan
biaya ringan;
3) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan mengatasi
segala hambatan untuk melaksanakan putusan (eksekusi);
4) Menyelenggarakan administrasi kepaniteraan secara tertib
5) Menyelenggarakan urusan administrasi kesekretariatan secara tertib

dan akurat;
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Kebijakan ini dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas di

wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkalan yang meliputi 18

Kecamatan yang terdiri dari 279 Desa/ Kelurahan, yakni:

Kab. Bangkalan

1) Kecamatan Kamal terdiri dari 10 Kelurahan/Desa:

).
b).
c).
d).

e).

Tajungan
Gili Barat
Banyuajuh
Kamal

Tanjung Jati

f).
8)-
h).
i).
D-

Kebun
Gili Timur
Gilianyar
Telang

Pendabah

2) Kecamatan Labang terdiri dari 13 Kelurahan/Desa:

a).
b).
c).
d).

Kesek
Pangpong
Sukolilo Barat

Sukolilo Timur

h).

i).
j)-

k).

Bringen
Ba'engas
Morkepek

Labang



€).
f).

g2)

Bunajih
Sendang Laok

Sendang Dajah

D).

m).
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Jukong

Petapan

3) Kecamatan Kwanyar terdiri dari 16 Kelurahan/Desa:

a).
b).
c).
d).

).

f).

g)-
h).

Tebul
Kwanyar Barat
Pasanggrahan
Karanganyar
Batah Timur
Batah Barat
Duwak Buter

Paoran

i).
)X
k).

D).

P)-

Pandanan
Karang Entang
Janteh

Dlemer
Ketetang
Morombuh
Somor koneng

Gunong Sereng

4) Kecamatan Modung terdiri dari 17 Kelurahan/Desa:

a).

b).

c).

d).

e).
f).

g).

h).

Panpajung
Patereman
Kolla

Paeng
Neroh

Srabi Temor
Srabi Barat

Patengteng

i).
k).

1).

Suwa'an
Modung
Brakasdajah
Karanganyar
Manggaan
Glisgis
Pakong

Alas Kokon



i). Langpanggang

5) Kecamatan Blega terdiri dari 19 Kelurahan/Desa:

a). Panjalinan k). Kampao

b). Panggedungan ). Lombang Dajah
c¢) Ko'olan m). Lombang Laok
d). Gigir n). Rosep

e). Blega 0). Karang Nangkah
f). Nyormanes p). Karang Panasan
g). Karpote q). Karang Gajam
h). Kajjan r). Lomaer

i). Alas Rajah s). Bates

j)-  Blega Oloh

6) Kecamatan Konang terdiri dari 13 Kelurahan/Desa:

a). Campor h) Pakes

b). Sambiyan i). Durin Timur
c¢) Cangkareman j).  Durin Barat

d). Sen Asen k). Galis Dajah

e). Konang ). Negarah

f). Genteng m). Batokaban

g). Bandung



7) Kecamatan Galis terdiri dari 21 Kelurahan/Desa:

a).
b).
c)
d).
e).
f).
g).
h).
i).
-
k).

Kajuanak
Paterongan
Daleman

Tellok

Blateran
Kelbung

Tlagah
Kranggan Timur
Separah

Lantek Barat

Banjar

D).

Lantek Timur
Banyubunih
Longkek
Galis
Pekadan
Pakaan Laok
Pakaan Dajah
Bangpendah
Sadah

Sorpa

8) Kecamatan Tanah Merah terdiri dari 23 Kelurahan/Desa:

a).
b).

c)

d).
e).
f).
g)-

h).

Pacenten
Baipajung

Tanah Merah Laok
Kranggan Barat
Pangkeleyan
Padurungan

Tanah Merah Daja

Petrah

m). Rongdurin

n).
0).
p).

Q)

Tlomar
Kendaban
Dumajah
Patemon
Mrecah
Dlambah Laok

Buddan
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i). Jangkar u). Dlambah Dajah
j). Pettong v). Poter

k). Landak w). Basanah

). Batangan

9) Kecamatan Tragah terdiri dari 4 Kelurahan/Desa:

g).
h).

i).

Masaran
Bancang
Ja’ah
Keteleng
Alang Alang
Kemoneng
Soket Laok
Bajeman

Tambin

)X
k).

D).

Soket Dajah
Duko Tambin
Karang Leman
Tragah
Pocong
Pacangan
Pamorah
Banyubesi

Jaddung

10) Kecamatan Geger terdiri dari 12 Kelurahan/Desa:

a).
b).
c)
d).
e).
f).

Lerpak

Dabung

Katol Barat
Banyoneng Laok
Banyoneng Dajah

Kombangan

8)-
h).
i).
i)-
k).

D).

Geger
Batobella
Tegar Priyah
Campor
Kampak

Kompol



11) Kecamatan Kokop terdiri dari 13 Kelurahan/Desa:

a).
b).

c)

d).

e).

D).

g)-
12) Kecamatan Tanjung Bumi terdiri dari
a). |
b).

c)

d).

e).

f).

g)-
h).

Durjan
Tlokoh
Kokop
Mano'an
Mandung
Bandang Laok

Dupok

Planggiran

Tagungguh
Bandang Dajah

Bungkeng

Larangan Temor

Tambak Pocok
Bumianyar

Planggiran

h). Tramok

i). Ampara'an

j). Lembung Gunong
k). Katol Temor

). Banda Soleh

m). Batokorogan

14 Kelurahan/Desa:
i). Pasesech
j). Telaga Biru

1). Tanjung Bumi

m). Macajah
n). Tlangoh
0). Aeng Tabar

p). Banyusangka

q). Paseseh

13) Kecamatan Sepulu terdiri dari 15 Kelurahan/Desa:

a).
b).

c)

Klapayan
Bangsereh

Kelbung

i). Klabetan
j)-  Gangseyan

1). Maneron
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d).

e).

f).

g)-
h).

Saplasan
Gunelap
Tanagura Temor
Tanagura Barat

Banyior

Sepulu
Prancak
Labuhan

Lembung Pasese

14) Kecamatan Socah terdiri dari 11 Kelurahan/Desa:

a).
b).

c)

d).

e).

f).

Sanggragung
Parseh
Bilaporah
Jaddih
Buluh

Keleyan

g)-
h).

i).

i
k).

Socah
Junganyar
Dakiring
Petaonan

Pernajuh

15) Kecamatan Bangkalan terdiri dari 12 Kelurahan/Desa:

a).
b).

c)

d).
e).

f).

Ujung Piring
Sembilangan
Kramat
Martajasah
Mlajah

Kemayoran

g).
h).

i).
i)

k).

D).

Pangeranan
Demangan
Kraton
Pejagan
Bancaran

Sabiyan
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16) Kecamatan Burneh terdiri dari 12 Kelurahan/Desa:

a).
b).

c)

d).
e).
f).

Jambu
Langkap
Burneh
Banangkah
Arok

Kapor

).
h).

i).
J)

k).

D).

Sobih
Pangolangan
Alas Kembang
Binoh

Perreng

Tunjung

17) Kecamatan Klampis terdiri dari 22 Kelurahan/Desa:

a).
b).
c)
d).
e).
f).
g).
h).

j)-
k).

Tolbuk

Ra'as

Moarah

Polongan

Karang Asem
Banteyan

Bragang
Lergunong
Panyaksagan
Larangan Glintong

Manonggal

I).
m).
n).
o).

D)

Larangan Sorjan
Tenggun Dajah
Bulung

Trogan

Ko'ol
Tobaddung
Mrandung
Bulukagung
Bator

Klampis Barat

Klampis Temor
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18) Kecamatan Arosbaya terdiri dari 18 Kelurahan/Desa:’

a).
b).
c).
d).
e).
f).
g).

h).

Pandang Lanjang
Batonaong
Glagga
Berbeluk
Tambegan
Cendagah
Mangkon
Karang Pao

Makam Agung

b. Visi dan Misi

)2
k).

1).

Dlemmer
Karang Duwak
Ombul

Balung

Lajing
Tengket
Arosbaya
Plakaran

Buduran

Visi Pengadilan Agama Bangkalan mengacu pada visi Mahkamah

Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di

negara Indonesia yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang

Agung’’. Untuk mencapai visi tersebut diatas ditetapkan misi-misi

sebagai berikut:

1) Meningkatkan profesionalisme aparatur peradilan agama;

2) Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern;

3) Meningkatkan kualitas sistem pemberkasan perkara kasasi dan PK;

? Hasil wawancara dengan Kaur Umum Pengadilan Agama Bangkalan, Utik Inayati pada

tanggal 27 juni 2012
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4) Meningkatkan Kajian syariah sebagai sumber hukum materi peradilan

Agama;

Rencana strategis

Dalam upaya mendukung dan merealisasikan visi dan misi tersebut

diatas Pengadilan Agama Bangkalan mempunyai beberapa Rencana

Strategis dalam mquhadapi tahun 2012, antara lain:

1) Bidang Yustisial

2)

3)

a) Penyelesaian perkara tahun 2012 dan sisa perkara tahun 2011

b) Meningkatkan terciptanya pelayanan administrasi perkara sesuai
dengan pola Bindalmin (Pembinaan Pengendalian Administrasi
Pengadilan).

Bidang Kepaniteraan

a) Meningkatkan tertib administrasi perkara sesuai dengan pola
Bindalmin (Pembinaan Pengendalian Administrasi Pengadilan).

b) Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM Panitera Pengganti
yang produktif

c) Meningkatkan penyampaian pemanggilan kepada para pihak yang
mencari keadilan

d) Meningkatkan arsiparis secara dinamis.

Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi,

guna meningkatkan kualitas kinerja bidang Kesekretariatan,
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Informasi Pegawai (SIMPEG). Pengelolaan BMN dengan
menggunakan Aplikasi SIMAK-BMN, Pengelolaan belanja pegawai

dengan aplikasi GPP serta pengelolaan informasi keuangan melalui

aplikasi SAKPA.}

2. Struktur organisasi Pengadilan Agama Bangkalan

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama yang bertugas
dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di
tingkat pertama antara orang-orang yang beragam Islam di bidang
perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum
Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ckonomi syari’ah
sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, dinyatakan bahwa ’Susunan Pengadilan Agama terdiri dari
Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita’, kemudian
dalam pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa 'Pimpinan Pengadilan Agama
terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua’, lalu dalam pasal 26
ayat (2) dinyatakan bahwa ’'Dalam melaksanakan tugasnya Panitera
Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang

Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Juru

3 Ibid.
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Sita’; berikutnya dalam pasal 38 dinyatakan bahwa "Pada setiap Pengadilan
Agama ditetapkan adanya Juru Sita dan Juru Sita Pengganti”

Dari Struktur Organisasi tersebut, nampak bahwa Pengadilan Agama
Bangkalan kekurangan personil. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya
beberapa perangkapan jabatan, seperti dibawah ini:

a. Moh Muhyiddin, SH., disamping menjabat sebagai Wakil Sekretaris juga
menjabat Panitera Pengganti;

b. Utik Inayatin, S.Ag, disamping menjabat sebagai Panitera Muda Hukum
juga menjabat Juru Sita Pengganti;

c. Moh Hosen, SH, disamping menjabat sebagai Panitera Muda

Permohonan juga menjabat Juru Sita Pengganti;

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok diatas, Pengadilan Agama
Bangkalan selalu berpedoman pada fungsinya, antara lain sebagai berikut:

a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan
bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan ekskusi;
b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara Banding, Kasasi,

Peninjauan Kembali dan administrasi peradilan lainnya;

c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di
lingkungan Pengadilan Agama (Kepegawaian, Umum dan Keuangan,

kecuali biaya perkara).
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d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum
Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta
sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama.

e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan
pembagaian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang
beragama Islam

f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya, seperti penyuluhan
hukum, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat

hukum dan lain sebagainya.

3. Wewenang Pengadilan agama.
a. Wewenang Pengadilan Agama Bangkalan
Pengadilan Agama Bangkalan merupakan satu instansi pemerintahan
dibawah naungan Mahkamah Agung, dibidang teknik fungsional
menangani hukum perdata seperti Pengadilan Agama.
Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama
Bangkalan sesuai dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama yang kemudian dirubah kedalam undang-undang Nomor
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3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut :
1) Perkawinan
a) Izin poligami
b) Pencegahan perkawinan.
c¢) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
d) Cerai talak.
e) Cerai gugat.
2) Harta bersama.
3) Kelalaian atas kewajiban suami istri.
4) Penguasaan anak.
5) Nafkah anak.
6) Hak-hak mantan istri.
7) Pengesahan anak.
8) Pencabutan kekuasaan anak.
9) Penunjukan orang lain sebagai wali.
10)Ganti rugi terhadap wali.
11)Asal usul anak.
12)Penolakan kawin campuran.
13)Isbat nikah.

14)Dispensasi kawin.
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15)Wali adhol.
b. Waris
c. Wasiat
d. Hibah
e. Wakaf
f. Shadaqoh. dan
g. Ekonomi syari’ah.*

Sedangkan untuk pengesahan nikah atau izsbat nikah diatur dalam pasal
2 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22)
Penjelasan Undang-Undang'Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d
Kompilasi Hukum Islam Yang berbunyi : “Perkawinan yang disahkan hanya
Perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang- undang Nomor

1 Tahun 1974.”

B. Gambaran permohonan hak waris zawi al-arham
1. Obyek dalam penetapan Pengadilan agama bangkalan No.
08/Pdt.P/2010/PA.Bkl. adalah tanah milik Alm. Saksak bin Rabudin

(Arbidin) meninggal pada tahun 1973, pada masa hidupnya mempunyai

% Hasil wawancara dengan Kaur Umum Pengadilan Agama Bangkalan, Utik Inayati pada
tanggal 27 juni 2012
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tanah yang tercatat dalam buku desa No.34 letter C Nomor 639 seluas 0,765
Ha. Yang terletak dikampung Beaeger Desa Tanah Merah Daya kecamatan
Tanah merah Kabupaten bangkalan yang tercatat atas nama Saksak
Rabudin dengan batas-batas tanah :
Sebelah Barat : Jalan umum Sebelah timur : Sekolah SMP
Sebelah Utara : Tanah Narullah Sebelah selatan : Tanah ibu Pati

2. Subyek dalam perkara penetapan waris (ahli waris)

Ahli waris adalah delapan cucu sepupu dari Alm. Saksak bin Rabudin
(meninggal tahun 1973) yang tidak meninggalkan ahli waris penggantinya,
mengingat kakek buyut para pemohon adalah saudara kandung dari orang
tua Almarhum Saksak bin Rabudin (Arbidin), maka moh;mnya para
pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Saksak bin Rabudin
(Arbidin).

3. Duduk perkara waris (ahli waris)

Kedelapan pemohon dari cucu sepupu diantaranya Narufi bin Hawi
bin Basman, H. Syaroni bin Hawi bin Basman, Bungkel bin Hari bin
Basman, Muin bin H. Yahya bin H.M.Ali, Sahar bin Baidowi, M. Halianto
bin Hosen, Minsari bin Hasan, Abdul Qodir bin Hasan mengajukan surat
permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan tertanggal 5
Nopember 2009 dengan Nomor perkara 08/Pdt.P/2010/PA.Bkl tanggal 13

Januari 2010 dan diubah dengan surat tertanggal 17 Maret 2010. Adapun
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majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara adalah
bapak Mokh. Akhmad sebagai Hakim ketua serta bapak Farihin dan ibu
Sufijati yang masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Duduk perkara dalam permohonan ini adalah kedelapan cucu sepupu
dari almarhum Saksak memohon ditetapkan sebagai ahli waris. Semasa
hidupnya almarhum Rabudin (Arbidin) yang lahir pada tahun 1863 dan
meninggal pada tahun 1940 memiliki saudara kandung (kakak) yang
bernama alamarhum Raksa (kakek dan kakaek buyut dari pemohon) yang
lahir pada tahun 1860 dan meninggal pada tahun 1910. Semasa hidupnya
Raksa menikah dengan almarhumah Habiyeh dan dikaruniai dua orang
anak, anak yang pertama meninggal sewaktu kecil/belum dewasa, anak
yang kedua dikaruniai anak 9 anak. Kemudian cucu almarhum Raksa ada 9.
Sedangkan Rabudin dikarunia satu anak yang bernama Saksak bin Rabudin
lahir tahun 1891 dan meninggal pada tahun 1973, semasa hidupnya menikah
dengan almarhum Narila yang lahir tahun 1920 meninggal tahun 2002, dan
dikaruniai lima orang anak dan semuanya meninggal ketika masa muda
tanpa pernah menikah dan atau memiliki keturunan. Almarhum Saksak
yang meninggalkan anaknya yang pada akhirnya meninggal sebelum dewasa
dan tanpa memiliki keturunan sebagai ahli warisnya terkecuali dari para
pemohon sehingga patutlah jika para pemohon disebut para ahli waris dari

almarhum Saksak. Almarhum Saksak juga meninggalkan sebidang tanah
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sebagaimana tercatat dalam buku Desa No.34 letter C Nomor 639 seluas
0,765 yang terletak di kampung Beaeger Desa Tanah Merah Daya
Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan yang tercatat atas nama
Saksak bin Rabudin dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Jalan umum Sebelah timur : sekolah SMP

Sebelah Utara : Tanah Narullah Sebelah selatan : Tanah ibu Pati

Seluruh harta diatas diperoleh dari warisan orang tuanya yaitu
Rabudin (Arbidin). Tanah tersebut awalnya dikuasai oleh istri dari
sipewaris dan hasilnya untuk biaya hidup keluarganya, dengan cara bagi
hasil. Dan selama istri masih hidup para pemohon tersebutlah yang
menggarap atau mengelolahnya dengan cara bergantian dengan hasil dibagi
sama rata. Karena beliau orang pendatang dari jawa maka istri sipewaris
tidak mempunyai saudara selain para pemohon tersebut karena tidak ada
yang mengetahui asal usulnya.’

Mengingat para pemohon adalah cucu jauh dari almarhum saksak bin
Rabudin yang tidak meninggalkan ahli waris penggantinya maka para
pemohon ditetapkan sebagai ahli waris. Hubungan antara pemohon dengan
pewaris bisa dikatakan ahli waris zawi al-arham, dalam kewarisan Islam

pembagiannya tidak bisa mewarisi harta pewaris. 6

% Hasil wawancara dengan Kaur Umum Pengadilan Agama Bangkalan Utik Inayati pada
tanggal 27 juni 2012
® Berkas penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No.08/Pdt.P/2010/PA.Bkl hal 3-7
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4. Bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat

Guna memperkuat permohonan penetapan ahli waris, masing-masing

pihak menyerahkan barang bukti, penggugat mengajukan alat bukti berupa

surat dan empat orang saksi yaitu:

a.

Foto copy kartu tanda penduduk oleh masing-masing pemohon.

b. Foto copy Surat keterangan kematian dari pihak keluarga para pemohon

yang meninggal.

Saksi dari pemohon penetapan ahli waris diantaranya:

a.

Suharto bin Jimin yang telah disumpah memberikan keterangan bahwa
saksi mengenal dengan para pemohon karena bertetangga sejak 1980,
karena istri saksi asli orang Jangkar Kecamatan Tanah merah, saksi
mengetahui kalau para pemohon mengajukan permohonan penetapan
ahli waris dari almarhum Saksak bin Rabudin dan mempunyai istri
bernama Narila, saksi tidak mengetahui kapan Saksak meninggal dan
tidak mengetahui dari mana Narila berasal dan setahu saksi Narila
sudah tinggal di Jangkar Madura. Saksi tidak pernah mengetahui Narila
punya saudara yang saksi tahu Narila kondisinya sudah tua tinggal
sendirian dirumahnya, saksi tidak tahu dan tidak kenal anak-anak Narila
yang saksi tahu Narila tinggal dirumah peninggalan Saksak.

Rosyidi bin Nawawi yang sesudah disumpah juga memberikan

keterangan bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena bertetangga
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sejak masa kanak-kanak, saksi mengetahui pemohon mengajukan
permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Saksak bin Rabudin.
Saksi kenal dengan Saksak bin Rabudin, akan tetapi tidak kenal dengan
orang tua Saksak saksi tidak kenal karena sudah meninggal jauh
sebelumnya dari pada Saksak, saksi mengetahui bahwa istri Saksak
bernama Narila yang juga telah meninggal dunia dan dari
perkawinannya dikaruniai lima orang anak yang semuanya meninggal
dunia lebih dahulu sebelum menikah. Saksi tidak mengetahui apakah
Narila punya saudara atau tidak yang saksi tahu Narila sudah setelah
ditinggal meninggal anak-anaknya, tinggal sendirian dan dirawat para
pemohon dan sekaligus para pemohonlah yang menggarap harta
peninggalan almarhum Saksak.’

c. Sya’roni bin Muhammad yang sesudah disumpah juga memberikan
keterangan bahwa saksi kenal dengan para pemohon sebagai teman
sejak kecil dan sama-sama berasal dari Desa Jangkar Kecamatan Tanah
Merah Kabupaten Bangkalan. Saksi tahu betul bahwa Saksak telah
meninggal 1973 kemudian anak-anaknya dan terakhir istrinya yang
bernama Narila yang meninggal tahun 2002, saksi tidak pernah
mengetahui apakah Narila punya saudara, sebab waktu Narila masih

sehat sampai meninggal tidak pernah ada pula yang mengaku sebagai

7 Berkas penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No.08/Pdt.P/2010/PA Bkl hal 8-15
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anak asuh atau anak angkatnya, kecuali para pemohon ini yang
merupakan cucu-cucu keponakan atau cucu sepupu almarhum Saksak.
Saksi mengetahui bahwa almarhum Saksak telah memiliki harta
peninggalan berupa tanah seluas 0,765 Ha yang berasal dari Rabudin
(ayah Saksak) saudara kandung Raksa.

d. H. Abdullah bin H. Ali yang sesudah disumpah juga memberikan
keterangan bahwa saksi kenal dengan para pemohon sebagai teman
sejak kecil dan sama-sama berasal dari Desa Jangkar Kecamatan Tanah
Merah Kabupaten Bangkalan. Saksi tidak tahu betul tentang Saksak
karena sudah meninggal sejak saksi masih kecil, tapi kalau dengan
Narilah istrinya saksi kenal dan saksi kenal dengan kedua anaknya yang
masing-masing bernama Rosidi meninggal tahun 1975 dan Maisaroh
meninggal 1997. Saksi tidak pernah tahu apakah Narilah punya saudara,
sebab waktu Narilah masih sehat sampai meninggal tidak pernah ada
yang mengaku sebagai keluarganya atau saudaranya dan tidak ada pula
yang mengaku sebagai anak asuh anak angkatnya, kecuali para
pemohon ini yang merupakan cucu keponakan Saksak. Saksi
mengetahui hubungan kekeluargaannya baik sekali sebab merekalah
yang merawat hingga meninggalnya Narila.

Dengan keterangan saksi didepan sidang telah cukup keterangan atau

bukti-bukti dan memperkuat permohonan penetapan ahli waris.
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5. Penetapan dan dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama
Bangkalan dalam menyelesaikan perkara penetapan ahli waris

Penetapan yang diucapkan dalam sidang yang dinyatakan pada hari
selasa tanggal 27 april 2010 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil awal
1431H yang dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim
Pengadilan Agama Bangkalan dan para pemohon hadir dalam persidangan,
setelah Majelis Hakim telah menasehati para pemohon agar keinginannya
tidak dilanjutkan, akan tetapi para pemohon tetap pada pendiriannya,
kemudian dilanjutkan dengan membaga gugatan yang oleh majelis hakim
dinyatakan terbuka untuk umum.

Setelah melalui sidang tahap demi tahap, berdasarkan permohonan
pemohon yang diajukan pihak pemohon serta setelah melihat bukti-bukti
surat dan keterangan para saksi-saksi, Pengadilan Agama Bangkalan
mengabulkan permohonan pemohon atas perkara penetapan ahli waris dan
dinyatakan para pemohon (Narufi bin Hawi bin Basman, H. Syaroni bin
Hawi bin Basman, Bungkel bin Hari bin Basman, Muin bin H. Yahya bin
H.M.Ali, Sahar bin Baidowi, M. Halianto bin Hosen, Minsari bin Hasan,
Abdul Qodir bin Hasan) adalah ahli waris daﬁ almarhum Saksak. Tentang
obyek warisan sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam buku desa No.34

letter C Nomor 639 seluas 0,765 yang terletak di kampung Beaeger desa
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Tanah Merah Daya Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan yang
tercatat atas nama Saksak bin Rabudin dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Jalan umum Sebelah timur : Sekolah SMP
Sebelah Utara : Tanah Narullah Sebelah selatan : Tanah ibu Pati

Seluruh harta diatas diperoleh dari warisan orang tuanya yaitu Rabudin
(Arbidin).

Pemohon dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum Saksak oleh
majelis hakim dengan dasar dan pertimbangannya adalah mengingat bahwa
almarhum Saksak meninggal dunia karena sakit dengan tidak meninggalkan
ahli waris zawj al-furud dan asabah dan tidak mengasuh anak sebagai anak
angkat.®

Dalam persidangan tanya jawab dengan para pemohon memohon agar
ditetapkan sebagai ahli waris dari sipewaris, meskipun kami adalah cucu
jauh dari pewaris yang tidak mempunyai ahli waris lagi, daripada jatuh

kepada orang lain yang tidak bertanggung jawab.

® Berkas Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No.08/Pdt.P/PA.BKI, hal 18-19
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C. Penetapan Pengadilan Agama No. 08/Pdt.P/2010/ PA.Bkl.
1. Pertimbangan Penetapan No. 08/Pdt.P/2010/ PA.Bkl.

Dalam penetapannya hakim Pengadilan Agama Bangkalan
membebankan biaya sebesar Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu
ribu rupiah) kepada para pemohon.

Adapun pertimbangan hakim dalam penetapan No. 08/Pdt.P/2010/
PA.Bkl dalam menetapkan perkara penetapan ahli waris adalah karena pada
sidang pertama para pemohon menyatakan ada perubahan untuk perbaikan
permohonan maka sidang pemerikasaan ditunda. Dengan adanya perubahan
untuk permohonan sidang dilanjutkan kemudian hakim mempertimbangkan
sebagai berikut:

Dengan pertimbangan hakim telah menasehati para pemohon, dengan
maksud agar keinginannya tidak dilanjutkan, akan tetapi para pemohon
tetap pada pendiriannya.

Dengan perkara yang diajukan oleh para pemohon berbentuk voluntair
dimana sebelum undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 direvisi, jenis
perkara voluntair dalam perkara waris adalah dilarang untuk diperiksa dan
diputus oleh Pengadilan Agama, dengan kata lain pengadilan tidak
berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya karena bertentangan dengan
asas “Geen belang geen actie’ atau “poin d’interet poin d’action’ namun

setelah Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 direvisi oleh Undang-undang
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No.3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-
undang No.50 tahun 2009, maka hal tersebut dibolehkan diperiksa dan
diputus Pengadilan Agama dengan kata lain menjadi wewenang Pengadilan
Agama. Hal ini didasarkan pada ketetntuan dalam penjelasan pasal 49 huruf
(b) Undang-undang No.3 tahun 2006 yang berbunyi : “waris” adalah
penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta
peninggalan, penentuan masing-masing ahli waris, dan melaksanakan
pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas
permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris,
penentuan bagian m;sing-masing ahli waris.

Dengan melihat pasal 171 huruf ¢ KHI mendefinisikan bahwa “ahli
waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan
darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak
terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” dan demikian pula pasal
174 KHI menentukan bahwa :

a. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

1) Menurut hubungan darah:

a) Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, paman, dan
kakek.
b) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara

perempuan dan nenek.
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2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda
Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan
hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Ex pasal 174 ayat 2 KHI jo. Yurisprudensi Mahkamah agung
Republik Indonesisa Nomor : 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995.

Dengan bukti surat keterangan kematian dari kelurahan mereka
tinggal serta keterangan saksi dibawah sumpahnya masing-msing,
adalah telah terbukti menurut hukum.

Berdasakan keterangan para saksi dibawah sumpahnya dengan
bukti-bukti yang menerangkan bahwa sipewaris meninggal dunia
karena sakit dan tidak meninggalkan ahli waris zawi al-firrugmaupun
asabah karena tidak pernah mengasuh anak dan tidak mengangkat anak
sebagai anak asuh.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya dan bukti-
bukti tertulis, para pemohon adalah para keluarga dekat yang masih ada
hubungan darah karena selaku cucu sepupu dari sipewaris.

Dengan berpedoman pada pasal 174 KHI diatas, maka cucu-cucu
sepupu (para pemohon) tidak termasuk ahli waris yang berhak untuk
mendapatkan bagian warisan dari pewaris, jika demikian siapa

pewarisnya?
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Dengan pertimbangan dalam fikih Islam orang-orang yang masih
ada hubungan darah atau disebut juga kerrabat yang tidak termasuk
ahli waris zawi al-furud maupun asabah disebut zawi al-arham.

Dalam hal ini para pemohon tidak termasuk zawi al-furud maupun
‘asabah, tetapi termasuk orang-orang yang mempunyai hubungan
kerabat dengan pewaris, schingga para pemohon dapat dikategorikan
sebagai zawi al-arham yang lebih berhak dari pada lainnya untuk

mendapatkan warisan.

2. Dasar hukum Penetapan No. 08/Pdt.P/2010/ PA.Bkl.

Adapun dasar hukum (pertimbangan hukum) hakim dalam menetapkan

perkara penetapan ahli waris adalah:

a.

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 diubah dengan Undang-undang
Nomor 50 tahun 2009 tentang kewenangan Pengadilan Agama
Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171, dan pasal 174.

Kitab Bidayatu al-Mujtahid halaman 339

Kitab Fathur rohmanhalaman 352-353



BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA BANGKALAN Nomor. 08/Pdt.P/ 2010/

PA.Bkl TENTANG AHLI WARIS ZAWI AL-ARHAM

. Pertimbangan dan dasar hukum penetapan No.08/Pdt.P/2010/PA.Bkl tentang
ahli waris zaw7 al-arham

Setelah mempelajari duduk perkara No.08/Pdt.P/2010/PA.Bkl dan
berdasarkan keterangan serta pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan
Agama Bangkalan.
Peradilan telah dinyatakan sah sebagai ahli waris dari sipewaris Alm. Saksak bin
Rabudin yang hubungannya dengan para pemohon adalah cucu sepupu yang
memohon penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Bangkalan, karena mereka
kerabat dekat dari Alm. Saksak bin Rabudin mereka merasa bisa mewarisi harta
warisan dari Alm. Saksak bin Rabudin.

Pemohon yang sudah dinyatakan sah sebagai ahli waris zawi al-arhamdari
almarhum Saksak bin Rabudin tetap ingin menyelesaikan perkara ini. Setelah
meninggalnya Saksak bin Rabudin harta warisan yang dimiliki sipewaris belum

dibagi dengan menetapkan ahli warisnya, sehingga belum diketahui siapa ahli

90
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warisnya, dalam penguasaan tanah yang selama ini dikuasai oleh pemohon
adalah dengan cara bagi hasil yang mana hasilnya dibagi sama rata. Masalah
kewarisan yang dianggap mudah ternyata tidak berlaku pada pemohon, mercka
memilih untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama Bangkalan.
Berdasarkan penerapan pada pasal 171 huruf (c) mendefinisikan bahwa
“AHLI WARIS adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan sipewaris, beragama islam
dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris “dengan demikian
pula pasal 174 KHI menentukan bahwa:
1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
a. Menurut hubungan darah:
1) Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, paman, dan
kakek.
2) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara
perempuan dan nenek.
b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya
anak, ayah, ibu, atau janda.

Dalam a/-Quran surat al-Anfal ayat 75 disebutkan
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Artinya : “orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya
lebih berhak terhadap sesamanya(dari pada yang bukan kerabat) di

dalam kitab Allak™

Dengan ini ijtihad hakim yang mengabulkan ahli waris zawi al-arham
mendapatkan harta warisan itu karena kemaslakhatan ahli warisnya, maka
penetapan ini bisa menjadi kebaikan bersama bagi para pemohon dengan ahli
warisnya.

Dalam figh Islam hakim juga menjadikan dasar, yang disebut ULUL
ARHAM (zawi al-arham) adalah drang-orang yang tidak mempunyai bagian
warisan tertentu dalam kitab Allah dan tidak termasuk waris asabah. Kemudian
dalam kitab Fathur rahman, hukum waris diterangkan bahwa zawi al-arham
dapat mempusakai harta peninggalan bila pewaris tidak meninggalkan waris
zawi al-fiurud maupun asabah.

Memang dalam permohonannya perkara penetapan ahli waris sudah
menegaskan bagaimana kedudukan atau hubungan hukumnya dengan pewaris,
hubungan hukumnya dengan pewaris, status harta warisan benar-benar
peninggalan pewaris, para pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris

dari pewaris adalah yang menjadi ganjalan bagi penulis.

1 Departemen Agama Republik Indonesia, A/ Quran dan Terjemahannya (Revisi Terbaru),
Semarang, CV. As-Syifa, 1999
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Dengan segala pertimbangan hukum, maka hakim Pengadilan Agama
Bangkalan menetapkan bahwa para pemohon dinyatakan sah sebagai ahli waris
dari Alm. Saksak. maka dengan ijtihad hakim dalam hal ini penetapan ahli waris
zawi al-arham yang bisa mewarisi harta peninggalan sipewaris, secara hukum
Islam (figh) perlu dianalisa lagi sebagai kesesuaian dengan hukum yang berlaku
di Indonesia.

Penetapan yang diajukan bukan hanya untuk bersifat formil saja, karena
dasar hukum dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin,
kebiasaan, yang sudah diakui. Ini merupakan dasar suatu penetapan yang
berguna untuk mempertahankan dalil gugatan dalam persidangan serta
menyakinkan para pihak bahwa kejadian dan peristiwa hukum benar-benaf |
terjadi.

Dalam syariat Islam kedudukan hakim sebagai pejabat yang sangat mulia,
kepadanya diberikan ijtihad yaitu usaha pikiran secara maksimal untuk
menemukan kebenaran dari sumbernya yaitu al-Quran dan as-sunnah maupun
dari cara pencrapan hukum secara tepat, jadi dasar dan pertimbangan hukum
hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam memutus perkara waris ini memang
betul-betul dilaksanakan dengan seksama, semua hakim dalam memutuskan
perkara yang diperiksanya pasti akan memberikan kemampuan sepenuhnya

dalam mengambil suatu keputusan hukum, hanya karena kembali lagi bahwa
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hakim juga manusia biasa yang mempunyai kesalahan bukan tidak mungkin
terjadi kesalahan yang sudah tidak bisa dihindari lagi.

Dalam skripsi ini telah dijelaskan hasil riset dari penetapan bahwa
Pengadilan Agama Bangkalan menetapakan perkara tersebut karena dianggap
untuk kemaslakhatan kerabat dari sipewaris, dalam perkara penetapan ahli waris,
harus menegaskan bagaimana kedudukan atau hubungan hukumnya dengan
sipewaris, status barang-barang warisan yang dijadikan harta warisan
peninggalan sipewaris, serta dijelaskan peristiwa bahwa pemohon benar-benar
kerabat dari sipewaris.

Dengan menyesuaikan perkara penetapan ahli waris zaws al-arham dengan
Kompilasi Hukum islam yang seharusnya ahli waris zaws al-arham tidak bisa
mendapatkan harta peninggalan sipewaris, dengan kemampuan ilmu hukum yang
sempurna, pada dasarnya semua putusan atau penetapan hakim dilakukan dengan
segala pertimbangan yang sangat cermat dan hati-hati, tetapi hakim juga
manusia biasa yang tak pernah lepas dari salah, oleh karena itu penetapan
Pengadilan Agama Bangkalan harus tetap dihargai, karena dengan begitu hakim
dapat menyimpulkan mana penerapan hukum yang harus dibetulkan, karena
tanpa penctapan atau putusan hakim Pengadilan Agama Bangkalan tentunya
akan didapati kesulitan yang berarti dalam mengambil putusan di peradilan

tingkat pertama dan berikutnya.
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B. Analisis Hukum Islam terhadap penetapan No. 08/Pdt.P/2010/PA.Bkl tentang
Ahli Waris zawi al-arham.

Dalam analisis sebelumnya telah diketahui beberapa hal tentang
penetapan Pengadilan Agama Bangkalan yang mengabulkan permohonan
penetapan ahli waris zaw/ al-arham. Dalam Hukum Islam (figh) sendiri
kewarisan adalah suatu akibat hukum islam antara orang yang telah mati
kepada orang yang masih hidup yaitu ahli waris dari si mati.

Dasar kewarisan atau sumber utama dari hukum Islam adalah nas yang
terdapat dalam a/-Quran. Suatu hal yang dapat dipastikan ialah bahwa hukum
kewarisan Islam selama ini yang bernama figih mawaris atau fara’sd, itu
dijadikan salah satu bahkan sumber utama dari kompilasi. Sumber lainnya
adalah hukum perundang-undangan tentang kewarisan yang berlaku ditengah
masyarakat yang tertuang dalam jurisprudensi Pengadilan Agama.

KHI (Kompilasi Hukum Islam) mendefinisikan kewarisan sebagai hukum
yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah)
pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa
bagiannya masing-masing. Waris dalam hukum Islam berasal dari bahasa Arab
yang berarti peninggalan yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal
dunia.

Sedangkan dari kalangan fuqaha ahli waris zawi al-arham masih menjadi

pembahasan yang masih diperselisihkan, pendapat imam Abu Hanifah dan
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Imam ahmad bin Hambal, berpendapat bahwa zaw; al-arham berhak menerima
warisan. Menurut imam Malik Mereka semua tidak dapat menerima pusaka
(harta warisan) terhadap kerabat-kerabatnya sedikitpun. Seorang yang punya
nasab keturunan cukup jauh dengan sipewaris, juga tidak dapat menerima
warisan sama sekali.”

Menurut kelompok lainnya mengatakan ahli waris zawis al-arham bisa
mewarisi harta peninggalan pewawis, dengan alasan kemaslakhatannya lebih
utama kepada kerabat dekatnya dibangdingkan dengan orang lain, sebelum
diberikan kepada orang lain lebih baik diberikan kepada kerabatnya.

Dari ijtihad hakim mempen;mbangkan hukum dalam hal ini terbukti
setelah hakim Pengadilan Agama Bangkalan menjelaskan penerapan hukum
adalah berdasarkan keadilan yang maksudnya hukum ifu diputuskan dengan
melihat keadilan bagi para pihak yang berperkara. Setelah melihat
persidangan, maka penetapan ini bisa terjadi untuk kebaikan atau
kemaslakhatan bersama, apalagi dalam menetapkan pembagian ahli waris zaw/
al-arham, dalam kewarisan Islam terjadi kontrofersi para fugaha, ada yang
mengatakan bahwasannya ahli waris zaw/ al-arham tidak bisa mewarisi harta
pewaris yang lebih berhak adalah Baitu/ mal dengan alasan kemaslakhatannya

lebih luas dibandingkan diberikan kepada ahli waris zaw7 al-arham.

% Adib Bisri Musthofa, Muaththa’ Al-Imam Malik, (Semarang: CV Asy Syifa’, 1992), 811
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Dalam KHI merelevansikan yang menentukan apabila ahli waris zaws al-
furud tidak ada, maka harta tersebut dilimpahkan kepada asabah, kemudian
apabila ahli waris dari zaws al-furud dan asabah tidak ada maka harta sipewaris
langsung dilimpahkan kepada Baitu/ mal.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya
anak, ayah, ibu, janda atau duda. Maka cucu-cucu sepupu (para pemohon)
tidak termasuk ahli waris yang berhak untuk mendapatkan bagian warisan dari
pewaris, jika demikian siapa pewarisnya?

Maka dalam figh Islam sebenarnya banyak sekali yang harus diperhatikan
misalnya seperti syarat-syarat ahli waris yang dijelaskan didalamnya
diantaranya:

1. Meninggalnya orang yang mewariskan, baik meninggal menurut hakikat
maupun menurut hukum. Harta peninggalan seseorang tidak mungkin akan
dibagikan kepada ahli warisnya sebelum diketahui bahwa pewaris itu
benar-benar telah meninggal atau telah diputuskan oleh hakim tentang
kematian seseorang yang hilang. Keputusan itu menjadi orang yang hilang
itu sebagai orang yang meninggal secara hakiki, atau mati menurut dugaan
seseorang memukul seorang perempuan yang hamil sehingga janinnya
gugur, maka janin yang gugur itu dianggap hidup sekali pun hidupnya itu

belum nyata.?

> Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, juz 14, (Bandung: PT. Al-ma’arif, 1998), 241
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Dengan demikian, jelas bahwa syarat mewarisi yang pertama adalah
meninggalnya muwaris, secara hakikat atau dianggap telah meninggal
berdasarkan penetapan hakim. Sebagai contoh, orang yang hilang yang
keadaanya atidak diketahui lagi secara pasti, sehingga hakim memvonis
sebagai orang yang telah meninggal. Hal ini, karena manusia masih hidup,
ia mampu mengelola hartanya dan harta miliknya tidak berpindah kepada
orang lain tidak boleh menggantikannya didalam pengelolaan hartanya.
Akan tetapi, apabila sudah meninggal, ia sama sekali tidak dapat
mengelola hartanya. Oleh karena itu, hartanya dipindahkan kepada hali
warisnya.4

2. Ahli waris betul-betul masih hidup, ketika orang yanga mewariskan
meninggal dunia. Ketentuan ini merupakan syarat mutlak agar seseorang
berhak menerima warisan, sebab orang yang sudah meninggal dunia tidak
mampu lagi membelanjakan hartanya, baik yang diperoleh karena
pewarisan maupun sebab-sebab lainnya.

Hidup ahli waris ini berlaku meskipun hidupnya itu secara hukum,
misalnya kandungan. Secara hukum, kandungan itu dianggap hidup,
karena mungkin ruhnya belum ditiupkan.

Sebagi contoh, jika dua orang atau lebih dari golongan yang berhak

saling mewarisi meninggal dalam satu peristiwa atau dalam keadaan yang

* Dian Khairul Umam, Figh Mawaris, 45
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berlainan tetapi tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggal, maka
diantara mereka tidak bisa saling mewarisi harta yang mereka miliki
ketika masih hidup.

Untuk memperjelas kembali dari dasar hukum hakim yang diterapkan
dalam penetapannya, dan dalam KHI juga menyesuaikan penetapan
Pengadilan Agama, dalam KHI didefinidikan pasal 191 yang menjelaskan
“ bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli
warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas
putusan Pengadilan Agama diserahkan kepada baitu/ mal untuk
kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum”.

Adanya kesesuaian hukum baik hukum Islam (figh) maupun
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Seperti penjelasan Imam Malik
mengatakan, menurut kesepakatan kaum, sejauh yang saya lihat mengenai
sikap hukum yang ditetapkan oleh para ahli ilmu dinegeri kami ialah,
bahwa sesungguhnya anak laki-laki saudara seibu, kakek dari rumpun ibu,
paman saudara seibu seayah saja, tante, bibi, nenek ibunya bapaknya ibu,
anak perempuan saudara kandung, dan paman. Mereka semua tidak dapat
menerima pusaka (harta warisan) terhadap kerabat-kerabatnya sedikitpun.
Seorang yang punya nasab keturunan cukup jauh dengan sipewaris, juga

tidak dapat menerima warisan sama sekali.
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(13

Sejalan dengan itu, KHI pasal 191 mendefinisikan “ bila pewaris
tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak
diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan pengadilan
agama diserahkan kepada baitu/ mal untuk kepentingan agama Islam dan
kesejahteraan umum”.

Dari pasal 191 menjelaskan tentang pewaris yang tidak
meninggalakan ahli waris atau ahli warisnya tidak diketahui keadannya
didatur dalam fikih faraid. Tentang ahli waris yang tidak memiliki
keturunan telah diuraikan sebelumnya pada sisa harta, sedangkan ahli
waris yang tidak diketahui keberadannya dijelaskan fikih pada kewarisan
mafqud.

Dengan mengikuti pedoman khusus yang menjelaskan hukum
kewarisan KHI yang mengikuti asas retroaktif terbatas, KHI tidak berlaku
surut dalam arti apabila harta warisan telah dibagi secara riil (bukan hanya
pembagian diatas kertas) sebelum KHI diberlakukan, maka keluarga yang
mempunyai hubungan darah karena ahli waris pengganti tidak dapat
mengajukan gugatan waris. Jika harta warisan belum dibagi secara riil,
maka terhadap kasus waris yang pewarisnya meninggal dunia sebelum
KHI lahir, dengan sendirinya KHI dapat berlaku surut.

Sejalan dengan asas diatas, maka sipewaris yakni Alm. Saksak yang

meninggal pada tahun 1940 sebelum KHI lahir, maka berlaku surut kepada
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sipewaris maupun dengan ahli warisnya. Dengan itu, ahli waris zawi al-
arham dengan sendirinya berlaku sebagaimana mestinya di KHI.

Dengan asas diatas maka sipewaris yakni Alm. Saksak yang
meninggal pada tahun 1940 sebelum KHI lahir, maka berlaku surut kepada
sipewaris maupun dengan ahli warisnya.

Apabila seluruh ahli waris diatas tidak ada, maka menurut as/u/
mazhab adalah termasuk kelompok zawi al-arham, menurutnya zawi al-
arham tidak bisa mewaris dan bila dalam pembagian waris yang ada ahli
waris yang ada, hanya sebagian saja dari ahli waris, maka kelebihan harta
waris yang ada, harus diserahkan pada baitu/ mal.

Dari kalangan ulama’ memperselisihkan pendapat tentang pembagian
harta waris untuk ahli waris zaws al-arham, dengan dasar ahli waris zaw;i
al-arham apabila harta dari sipewaris diberikan kepada ahli waris zawi al-
arham maka kemaslakhatannya lebih kecil daripada diberikan kepada
Baitul mal, dengan arti apabila diberikan kepada baitu/ mal
kemaslakhatannya lebih luas kepada kaum Muslim. Dengan cara yang
diterapkan dalam Baitul mal.

Sedangkan di Indonesia, dikarenakan Baitul mal tidak jelas seperti
pada zaman Nabi Saw, yang mana fungsi dari baitul mal masih belum
maksimal seperti pada zaman Nabi Saw. Maka kemaslakhatan lebih baik

apabila diberikan kepada ahli waris zaw/ al-arham.
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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Bangkalan yang sejalan
dengan rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pertimbangan hukum yang dipakai hakim Pengadilan Agama Bangkalan
dalam menetapkan para pemohon sebagai ahli waris zawi al-arham dari
almarhum Saksak bin Rabudin dengan ijtihat hakim yang menyatakan bahwa
ahli waris zawi al-arham mendapatkan harta warisan itu karena
kemaslakhatan ahli warisnya, maka penetapan ini bisa menjadi kebaikan
bersama bagi para pemohon dengan ahli warisnya. Dengan pertimbangan
tersebut hakim juga mempertimbangkan bahwa ahli waris dari almarhum
Saksak bin Rabudin memang tidak ada baik dari zawi al-furud dan ‘asabah,
maka dengan penetapan ini hakim mengabulkan ahli waris zaw; al-arham.
Dasar hukum penetapan hakim Pengadilan Agama ini adalah al-Quran surat
al-Anfal ayat 75 dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam.

2. Dari analisia hukum Islam dan pendapat para fuqaha’ berpendapat, golongan
pertama yakni dari imam Maliki dan imam Syafi’i bahwa ahli waris zawi al-
arham tidak bisa mewaris dari harta sipewaris, akan tetapi harta sipewaris

diserahkan kepada Baitul mal, dengan alasan kemaslakhatan umat islam
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lainnya yang lebih membutuhkan. Kemudian dari golongan yang kedua yakni
imam Hambali dan imam Hanafi bahwa ahli waris zawi al-arham bisa
mewarisi harta dari sipewaris dengan alasan kemaslakhatan ahli waris.
Kemudian, dalam Kompilasi Hukum Islam tidak bertentangan sebagaimana
disebutkan dalam pasal 191, dikarenakan Baitul mal yang ada di Indonesia
saat ini berbeda dengan Baitul mal pada zamannya Nabi, baik dari segi
manajemen, pengelolaan maupun peruntukan hartanya, sehingga
maslakhatnya lebih banyak jika harta waris diserahkan kepada ahli waris

zawi al-arham dari pada diberikan kepada Baitul mal.

B. Saran

1.

Hendaknya para penegak hukum seperti hakim lebih teliti dalam
menafsirkan suatu hukum, apalagi masalah mempertimbangkan dan dasar
yang menetapkan penetapan para pemohon dengan hati-hati dan
mementingkan kemaslakhatan ummat islam lainnya.

Kepada parapihak yang ingin berperkara di Pengadilan, sebaiknya lebih
mempercayakan kepada pihak yang lebih bertanggung jawab atas hak yang
semestinya, agar tidak mementingkan kemaslakhatan keluarganya dan

kerabatnya.
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